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PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR 1% TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RPJM KUTE DAN RKP KUTE SERTA
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KUTE

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI ACEH TENGGARA,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman  Pembangunan Desa, Petunjuk Teknis
Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa Serta Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa lebih
lanjut diatur dengan peraturan bupati/walikota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Aceh
Tenggara tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RPJM
Kute dan RKP Kute Serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Kegiatan Pembangunan Kute.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang
Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran
Negara Republik Indonesia 1974 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4389);



Menetapkan

.

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
549535);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5558);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

12. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 22 Tahun 2010
tentang Kute (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENYUSUNAN RPJM KUTE DAN RKP KUTE SERTA
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN KUTE
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BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Kute adalah Kute dan Kute adat atau yang disebut dengan
nama lain, selanjutnya disebut Kute, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kewenangan Kute adalah kewenangan yang dimiliki Kute
meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan
Pemerintahan Kute, pelaksanaan Pembangunan Kute,
Pembinaan Kemasyarakatan Kute, dan Pemberdayaan
Masyarakat Kute berdasarkan prakarsa masyarakat, hak
asal usul dan adat istiadat Kute.

Pemerintahan Kute adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Pemerintah Kute adalah Pengulu atau yang disebut dengan
nama lain dibantu perangkat Kute sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Kute.

Badan Permusyawaratan Kute adalah lembaga yang
melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk Kute berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Musyawarah Kute adalah musyawarah antara Badan
Permusyawaratan Kute, Pemerintah Kute, dan unsur
masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan
Permusyawaratan Kute untuk menyepakati hal yang
bersifat strategis.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kute adalah
musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kute,
Pemerintah  Kute, dan unsur masyarakat yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Kute untuk menetapkan
prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan
Kute yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kute, swadaya masyarakat Kute, dan/atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

Qanun Kute adalah peraturan perundang-undangan yang
ditetapkan oleh Pengulu setelah dibahas dan disepakati
bersama Badan Permusyawaratan Kute.
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Pembangunan Kute adalah upaya peningkatan kualitas
hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya
kesejahteraan masyarakat Kute.

Perencanaan pembangunan kute adalah proses tahapan
kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kute
dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Kute dan
unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan
dan pengalokasian sumber daya kute dalam rangka
mencapai tujuan pembangunan kute.

Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan
pembangunan di kute dan kawasan perkutean yang
dikoordinasikan oleh Pengulu dengan mengedepankan
kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna
mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan
sosial.

Pemberdayaan Masyarakat Kute adalah upaya
mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan
masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap,
keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta
memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan,
program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan
esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Kute.

Pengkajian Keadaan Kute adalah proses penggalian dan
pengumpulan data mengenai keadaan obyektif
masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi
terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap
kondisi serta dinamika masyarakat Kute.

Data Kute adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi
yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia,
sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan
sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi,
serta permasalahan yang dihadapi Kute.

Rencana Pembangunan Jangka  Menengah  Kute,
selanjutnya disingkat RPJM Kute, adalah Rencana
Kegiatan Pembangunan Kute untuk jangka waktu 6 (enam)
tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Kute, selanjutnya disingkat RKP
Kute, adalah penjabaran dari RPJM Kute untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun.

Daftar Usulan RKP Kute adalah penjabaran RPJM Kute
yang menjadi bagian dari RKP Kute untuk jangka waktu 1
(satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Kute kepada
Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme
perencanaan pembangunan Daerah. .

Keuangan Kute adalah semua hak dan kewajiban Kute
yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu
berupa uang dan barang yang berhubungan dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban Kute.
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Aset Kute adalah barang milik Kute yang berasal dari
kekayaan asli Kute, dibeli atau diperoleh atas beban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute atau perolehan
hak lainnya yang syah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute, selanjutnya
disebut APB Kute, adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Kute.

Dana Kute adalah dana yang bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi
Kute yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan
belanja daerah Kabupaten dan digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintahan Kute,
pelaksanaan pembangunan Kute, pembinaan
kemasyarakatan Kute, dan pemberdayaan masyarakat
Kute.

Alokasi Dana Kute, selanjutnya disingkat ADK, adalah
dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten setelah
dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Lembaga Kemasyarakatan kute adalah lembaga yang
dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan
merupakan mitra pemerintah kute dalam memberdayakan
masyarakat,

Lembaga adat Kute adalah merupakan lembaga yang
menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian
dari susunan asli Kute yang tumbuh dan berkembang atas
prakarsa masyarakat Kute.

Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan
pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Badan Perencanaan Pembanguanan Daerah selanjutnya
disebut BAPPEDA adalah lembaga teknis daerah dibidang
penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang
dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah
dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah. '
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Pasal 2

(1) Pemerintah Kute menyusun perencanaan Pembangunan
Kute sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada
perencanaan pembangunan Kabupaten.

(2) Pembangunan Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Pemerintah Kute dengan melibatkan
seluruh masyarakat Kute dengan semangat goteng royong.

(3) Masyarakat Kute berhak melakukan pemantauan terhadap
pelaksanaan Pembangunan Kute.

(4) Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2), pemerintah Kute didampingi oleh pemerintah
Kabupaten yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan
kerja perangkat Kabupaten.

(5) Dalam rangka mengoordinasikan pembangunan Kute
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengulu dapat
didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader
pemberdayaan masyarakat Kute, dan/atau pihak ketiga.

(6) Camat melakukan koordinasi pendampingan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) di wilayahnya.

Pasal 3

Pembangunan kute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan Kute,
pelaksanaan pembangunan Kute, pembinaan kemasyarakatan
Kute dan pemberdayaan masyarakat Kute.

BAB 1I
PERENCANAAN PEMBANGUNAN KUTE

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

(1) Perencanaan pembangunan Kute disusun secara berjangka
meliputi:
a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kute untuk
jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
b. Rencana Pembangunan Tahunan Kute atau yang
disebut Rencana Kerja Pemerintah Kute, merupakan
penjabaran dari RPJM Kute untuk jangka waktu 1
(satu) tahun.
(2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kute dan
Rencana Kerja Pemerintah Kute sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ditetapkan dengan Qanun Kute.
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Pasal 5

(1) Dalam rangka  perencanaan pembangunan Kute
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pemerintah Kute
melaksanakan tahapan yang meliputi:

a. penyusunan RPJM Kute; dan
b. penyusunan RKP Kute.

(2) RPJM Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan
terhitung sejak pelantikan Pengulu.

(3) RKP Kute mulai disusun oleh pemerintah Kute pada bulan
Juli tahun berjalan.

Bagian Kedua
Penyusunan RPJM Kute

Paragraf 1
Umum

Pasal 6

Rancangan RPJM Kute memuat visi dan misi Pengulu, arah
kebijakan pembangunan Kute, serta rencana kegiatan yang
meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kute,
pelaksanaan pembangunan Kute, pembinaan kemasyarakatan
Kute, dan pemberdayaan masyarakat Kute.

Pasal 7

(I) Pengulu menyelenggarakan penyusunan RPJM Kute
dengan mengikutsertakan unsur masyarakat Kute.

(2) Penyusunan RPJM Kute sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi
objektif Kute dan prioritas program dan kegiatan
kabupaten.

(3) Penyusunan RPJM Kute sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:

a. pembentukan tim penyusun RPJM Kute;

b. penyelarasan arah kebijakan perencanaan
pembangunan Kabupaten;

c. pengkajian keadaan Kute;

d. penyusunan rencana pembangunan Kute melalui
musyawarah Kute;

e. penyusunan rancangan RPJM Kute;

f. pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan
RPJM Kute ; dan

g. penetapan RPJM Kute.
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Paragraf 2
Pembentukan Tim Penyusun RPJM Kute

Pasal 8
(1) Pengulu membentuk tim penyusun RPJM Kute.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
a. Pengulu selaku pembina;
b. sekretaris Kute selaku ketua;
c. ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku
sekretaris; dan
d. anggota yang berasal dari perangkat Kute, lembaga
pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan
masyarakat Kute, dan unsur masyarakat lainnya.
(3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling
sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas)
orang.

(4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mengikutsertakan perempuan.

(5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
ditetapkan dengan Keputusan Pengulu.

Pasal 9

Tim penyusun RPJM Kute melaksanakan kegiatan sebagai
berikut:

a. penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten;

b. pengkajian keadaan Kute;

c. penyusunan rancangan RPJM Kute; dan

d. penyempurnaan rancangan RPJM Kute.

Paragraf 3
Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten

Pasal 10

(1) Tim penyusun RPJM Kute melakukan penyelarasan arah
kebijakan pembangunan kabupaten sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 huruf a.

(2) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan untuk mengintegrasikan program dan
kegiatan pembangunan Kabupaten dengan pembangunan
Kute.

(3) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan mendapatkan informasi tentang
arah kebijakan pembangunan Kabupaten.

(4) Informasi arah kebijakan pembangunan Kabupaten
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya
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rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten;
rencana strategis satuan kerja perangkat Kabupaten;
rencana umum tata ruang wilayah Kabupaten;
rencana rinci tata ruang wilayah Kabupaten; dan

o po o

rencana pembangunan kawasan perkutean.
Pasal 11

Kegiatan penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10, dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana
program dan kegiatan pembangunan Kabupaten yang akan
masuk ke Kute.

Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud
pada -ayat (1), dikelompokkan menjadi bidang
penyelenggaraan pemerintahan Kute, pembangunan Kute,
pembinaan kemasyarakatan Kute, dan pemberdayaan
masyarakat Kute.

Hasil pendataan dan pemilahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dituangkan dalam format data rencana
program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke
Kute.

Data rencana program dan Kkegiatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran hasil pengkajian
keadaan Kute.

Paragraf 4
Pengkajian Keadaan Kute

Pasal 12

Tim penyusun RPJM Kute melakukan pengkajian keadaan
Kute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b.

Pengkajian keadaan Kute sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dalam rangka mempertimbangkan
kondisi objektif Kute.

Pengkajian keadaan Kute sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), meliputi kegiatan sebagai berikut:

a. penyelarasan data Kute;

b. penggalian gagasan masyarakat; dan

c. penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Kute.
Laporan hasil pengkajian keadaan Kute sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf ¢ menjadi bahan masukan

dalam musyawarah Kute dalam rangka penyusunan
perencanaan pembangunan Kute.
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Pasal 13

Penyelarasan data Kute sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (3) huruf a dilakukan melalui kegiatan:

a. pengambilan data dari dokumen data Kute;

b. pembandingan data Kute dengan kondisi Kute terkini.

Data Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi
sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya
pembangunan, dan sumber daya sosial budaya yang ada di
Kute.

Hasil penyelarasan data Kute sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dituangkan dalam format data Kute.

Format data Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Kute.

Hasil penyelarasan data Kute sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), menjadi bahan masukan dalam musyawarah Kute
dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan
Kute.

Pasal 14

Penggalian gagasan masyarakat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b dilakukan untuk
menemukenali potensi dan peluang pendayagunaan
sumber daya Kute, dan masalah yang dihadapi Kute.

Hasil penggalian gagasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), menjadi dasar bagi masyarakat dalam
merumuskan usulan rencana kegiatan.

Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), meliputi penyelenggaraan pemerintahan Kute,
pembangunan Kute, pembinaan kemasyarakatan Kute,
dan pemberdayaan masyarakat Kute.

Pasal 15

Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4, dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan
seluruh unsur masyarakat Kute sebagai sumber data dan
informasi.

Pelibatan masyarakat Kute sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dapat dilakukan melalui musyawarah dusun
dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat.

Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
antara lain:
a. tokoh adat;

b. tokoh agama;

c. tokoh masyarakat;
d. tokoh pendidikan;
e. kelompok tamni;
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f. kelompok perajin;

g. kelompok perempuan;

h. kelompok pemerhati dan pelindungan anak;
i. kelompok masyarakat miskin;dan

J-kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan
kondisi sosial budaya masyarakat Kute.

(4) Tim penyusun RPJM Kute melakukan pendampingan
terhadap musyawarah dusun dan/atau musyawarah
khusus unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (2).

Pasal 16

(1) Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
15, dilakukan dengan cara diskusi kelompok secara
terarah.

(2) Diskusi kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
menggunakan sketsa Kute, kalender musim dan bagan
kelembagaan Kute sebagai alat kerja untuk menggali
gagasan masyarakat.

(3) Tim penyusun RPJM Kute dapat menambahkan alat kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka
meningkatkan kualitas hasil penggalian gagasan.

(4) Dalam hal terjadi hambatan dan kesulitan dalam
penerapan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
tim penyusun RPJM Kute dapat menggunakan alat kerja

lainnya yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan
masyarakat Kute.

Pasal 17

(1) Tim penyusun RPJM Kute melakukan rekapitulasi usulan
rencana kegiatan pembangunan Kute berdasarkan usulan
rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

(2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dituangkan dalam format usulan rencana kegiatan.
(3) Rekapitulasi usulan rencana kegiatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), menjadi lampiran laporan hasil
pengkajian keadaan Kute.

Pasal 18

(I) Tim penyusun RPJM Kute menyusun laporan hasil
pengkajian keadaan Kute.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan
dalam berita acara.

(3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dilampiri dokumen:
a. data Kute yang sudah diselaraskan;
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b. data rencana program pembangunan Kabupaten yang
akan masuk ke Kute;

c. data rencana program pembangunan kawasan
perkutean; dan

d. rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan
Kute dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.

Pasal 19

Tim penyusun RPJM Kute melaporkan kepada pengulu
hasil pengkajian keadaan Kute.

Pengulu menyampaikan  laporan kepada  Badan
Permusyawaratan Kute setelah menerima laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka
penyusunan rencana pembangunan Kute melalui
musyawarah Kute.

Paragraf 5
Penyusunan Rencana Pembangunan Kute melalui
musyawarah Kute

Pasal 20

Badan Permusyawaratan Kute menyelenggarakan
musyawarah Kute berdasarkan laporan hasil pengkajian
keadaan kute.

Musyawarah Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari
Pengulu.

Pasal 21

Musyawarah Kute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20,
membahas dan menyepakati sebagai berikut:

a. laporan hasil pengkajian keadaan Kute;

b.rumusan arah kebijakan pembangunan Kute yang
dijabarkan dari visi dan misi Pengulu; dan

c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan Kute, pembangunan Kute, pembinaan
kemasyarakatan Kute, dan pemberdayaan masyarakat
Kute.

Pembahasan rencana prioritas kegiatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, dilakukan dengan diskusi

kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang

penyelenggaraan pemerintahan Kute, pembangunan Kute,

pembinaan kemasyarakatan Kute, dan pemberdayaan

masyarakat Kute. '

Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), membahas sebagai berikut:

a. laporan hasil pengkajian keadaan Kute;
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b. prioritas rencana kegiatan Kute dalam jangka waktu 6
(enam) tahun;

c. sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan
Kute; dan

d. rencana pelaksana kegiatan Kute yang akan
dilaksanakan oleh perangkat Kute, unsur masyarakat
Kute, kerjasama antar Kute, dan/atau kerjasama Kute
dengan pihak ketiga.

Pasal 22

Hasil kesepakatan dalam musyawarah Kute sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21, dituangkan dalam berita acara.
Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
menjadi pedoman bagi pemerintah Kute dalam menyusun
RPJM Kute.

Paragraf 6
Penyusunan Rancangan RPJM Kute

Pasal 23

Tim penyusun RPJM Kute menyusuh rancangan RPJM
Kute berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22.

Rancangan RPJM Kute sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dituangkan dalam format rancangan RPJM Kute.

Tim penyusun RPJM Kute membuat berita acara tentang
hasil penyusunan rancangan RPJM Kute yang dilampiri
dokumen rancangan RPJM Kute sebagaimana dimaksud
pada ayat (2).

Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
disampaikan oleh tim penyusun RPJM Kute kepada
Pengulu.

Pasal 24

Pengulu memeriksa dokumen rancangan RPJM Kute yang
telah disusun oleh Tim Penyusun RPJM Kute sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23.

Tim penyusun RPJM Kute melakukan perbaikan
berdasarkan arahan Pengulu dalam hal Pengulu belum
menyetujui rancangan RPJM Kute sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

Dalam hal rancangan RPJM Kute- telah disetujui oleh
Pengulu, dilaksanakan musyawarah perencanaan
pembangunan Kute.
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Paragraf 7
Penyusunan Rencana Pembangunan Kute Melalui
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kute

Pasal 25

Pengulu menyelenggarakan musyawarah perencanaan
pembangunan Kute yang diadakan untuk membahas dan
menyepakati rancangan RPJM Kute.

Musyawarah perencanaan pembangunan Kute
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh
Pemerintah Kute, Badan Permusyawaratan Kute, dan
unsur masyarakat.

Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
terdiri atas:

. tokoh adat;
. tokoh agama;
. tokoh masyarakat;
. tokoh pendidikan;
perwakilan kelompok tani;
perwakilan kelompok perajin;
perwakilan kelompok perempuan;
. perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak;
dan
i. perwakilan kelompok masyarakat miskin.

R 0 A0 O

Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), musyawarah perencanaan pembangunan Kute
dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan
kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 26

Musyawarah perencanaan pembangunan Kute
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, membahas dan
menyepakati rancangan RPJM Kute.

Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan
pembangunan Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dituangkan dalam berita acara.

Paragraf 8
Penetapan dan perubahan RPJM Kute

Pasal 27

Pengulu mengarahkan Tim penyusun RPJM Kute melakukan
perbaikan dokumen rancangan RPJM Kute berdasarkan
hasil kesepakatan musyawarah peréncanaan pembangunan
Kute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
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Rancangan RPJM Kute sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menjadi lampiran rancangan Qanun Kute tentang RPJM
Kute.

Pengulu menyusun rancangan Qanun Kute tentang RPJM
Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Rancangan Qanun Kute tentang RPJM Kute sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati bersama
oleh Pengulu dan Badan Permusyawaratan Kute untuk
ditetapkan menjadi Qanun Kute tentang RPJM Kute.

Pasal 28

Pengulu dapat mengubah RPJM Kute dalam hal:

a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis
politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial
yang berkepanjangan; atau

b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan
Pemerintah,  pemerintah provinsi, dan/atau
pemerintah Kabupaten.

Perubahan RPJM Kute sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dibahas dan disepakati dalam musyawarah
perencanaan embangunan Kute dan selanjutnya
ditetapkan dengan Qanun Kute.

Bagian ketiga
Penyusunan RKP Kute

Paragraf 1
Umum
Pasal 29

Pemerintah Kute menyusun RKP Kute sebagai penjabaran
RPJM Kute.

RKP Kute disusun oleh Pemerintah Kute sesuai dengan
informasi dari pemerintah Kabupaten berkaitan dengan
pagu indikatif Kute dan rencana kegiatan Pemerintah,
pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten.

RKP Kute mulai disusun oleh pemerintah Kute pada bulan
Juli tahun berjalan.

RKP Kute ditetapkan dengan ganun Kute paling lambat
akhir bulan September tahun berjalan.

RKP Kute menjadi dasar penetapan APB Kute.

Pasal 30

Pengulu menyusun RKP Kute dengan mengikutsertakan

masyarakat Kute.
L Yok
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Penyusunan RKP Kute sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:

a. penyusunan perencanaan pembangunan Kute melalui
musyawarah Kute;

b. pembentukan tim penyusun RKP Kute;

c. pencermatan pagu indikatif Kute dan penyelarasan
program/kegiatan masuk ke Kute

. pencermatan ulang dokumen RPJM Kute;

. penyusunan rancangan RKP Kute;
penyusunan RKP  Kute melalui  musyawarah
perencanaan pembangunan Kute;

. penetapan RKP Kute;

h. perubahan RKP Kute; dan

. pengajuan daftar usulan RKP Kute.

Sh o Qo
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Paragraf 2
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kute melalui
Musyawarah Kute

Pasal 31

Badan Permusyawaratan Kute menyelenggarakan
musyawarah Kute dalam rangka penyusunan rencana
pembangunan Kute.

Hasil musyawarah Kute sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menjadi pedoman bagi pemerintah Kute menyusun
rancangan RKP Kute dan daftar usulan RKP Kute.

Badan Permusyawaratan Kute menyelenggarakan
musyawarah Kute sebagaimana dimaksud ayat (1), paling
lambat bulan Juni tahun berjalan.

Pasal 32

Musyawarah Kute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31

melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a. mencermati ulang dokumen RPJM Kute;

b. menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM
Kute; dan

c. membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan
dan keahlian yang dibutuhkan.

Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
dapat berasal dari warga masyarakat Kute dan/atau
satuan kerja perangkat Kabupaten.

Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dituangkan dalam berita acara. -

Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi
pedoman Pengulu dalam menyusun RKP Kute.
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Paragraf 3
Pembentukan Tim Penyusun RKP Kute

Pasal 33

Pengulu membentuk tim penyusun RKP Kute.

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. pengulu selaku pembina;

b. sekretaris Kute selaku ketua;

c. ketua lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai
sekretaris; dan

d.anggota yang meliputi: perangkat kute, lembaga
pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan
masyarakat kute, dan unsur masyarakat.

Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling
sedikit 7 (tujuh) dan paling banyak 11 (sebelas) orang.

(4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

(5)

(6)

mengikutsertakan perempuan.

Pembentukan tim penyusun RKP Kute dilaksanakan paling
lambat bulan Juni tahun berjalan.

Tim penyusun RKP Kute ditetapkan dengan keputusan
Pengulu.

Pasal 34
Tim penyusun RKP Kute melaksanakan kegiatan sebagai
berikut:
a. pencermatan pagu indikatif kute dan penyelarasan

b.
c:
d.

(1)

(2)

program/kegiatan masuk ke kute;

pencermatan ulang dokumen RPJM Kute;
penyusunan rancangan RKP Kute; dan
penyusunan rancangan daftar usulan RKP Kute.

Paragraf 4
Pencermatan FPagu Indikatif Kute dan Penyelarasan
Program/Kegiatan Masuk ke Kute

Pasal 35
Pengulu mendapatkan data dan informasi dari Kabupaten
tentang:
a. pagu indikatif Kute; dan
b.rencana program/kegiatan Pemerintah, pemerintah

provinsi, dan pemerintah Kabupaten yang masuk ke
Kute.

Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterima Pengulu dari Kabupaten paling lambat bulan Juli

setiap tahun berjalan. /@(
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Pasal 36

Tim penyusun RKP Kute melakukan pencermatan pagu
indikatif Kute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 yang
meliputi:

a. rencana dana Kute yang bersumber dari APBN;

b. rencana alokasi dana Kute (ADK) yang merupakan
bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten;

c. rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi
daerah Kabupaten; dan

d. rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan
dan belanja provinsi dan anggaran pendapatan belanja
Kabupaten.

Tim penyusun RKP Kute melakukan penyelarasan rencana
program/kegiatan yang masuk ke Kute sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yang meliputi:

a. rencana kerja pemerintah Kabupaten;

b. rencana program dan kegiatan pemerintah, pemerintah
provinsi dan pemerintah Kabupaten;

c. hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh dewan
perwakilan rakyat Kabupaten.

Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan ke dalam format pagu indikatif Kute.

Hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dituangkan ke dalam format kegiatan pembangunan yang
masuk ke Kute.

Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dan ayat (4), tim penyusun RKP Kute
menyusun rencana pembangunan berskala lokal Kute yang
dituangkan dalam rancangan RKP Kute.

Paragraf 5
Pencermatan Ulang RPJM Kute

Pasal 37

Tim penyusunan RKP Kute mencermati skala prioritas
usulan rencana kegiatan pembangunan Kute untuk 1
(satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum
dalam dokumen RPJM Kute.

Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
menjadi dasar bagi tim penyusun RKP Kute dalam
menyusun rancangan RKP Kute.

ey
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Paragraf 6
Penyusunan Rancangan RKP Kute

Pasal 38

Penyusunan rancangan RKP Kute berpedoman kepada:

a.

b
c.
d

B

hasil kesepakatan musyawarah Kute;

. pagu indikatif Kute;

pendapatan asli Kute;

. rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah provinsi, dan

pemerintah Kabupaten;

jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPR
Kabupaten;

hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Kute;

hasil kesepakatan kerjasama antar Kute; dan

hasil kesepakatan kerjasama Kute dengan pihak ketiga.

Pasal 39

Tim penyusun RKP Kute menyusun daftar usulan pelaksana
kegiatan Kute sesuai jenis rencana kegiatan.

(1)

(2)

(4)

Pasal 40

Rancangan RKP Kute paling sedikit berisi uraian:

a. evaluasi pelaksanaan RKP Kute tahun sebelumnya;

b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Kute yang
dikelola oleh Kute;

c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Kute yang
dikelola melalui kerja sama antar-Kute dan pihak ketiga;

d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Kute yang
dikelola oleh Kute sebagai kewenangan penugasan dari
Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah
Kabupaten; dan

e. pelaksana kegiatan Kute yang terdiri atas unsur
perangkat Kute dan/atau unsur masyarakat Kute.

Pemerintah Kute dapat merencanakan pengadaan tenaga
ahli di bidang pembangunan infrastruktur untuk
dimasukkan ke dalam rancangan RKP Kute sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari
warga masyarakat Kute, satuan kerja perangkat
Kabupaten yang membidangi pembangunan infrastruktur;
dan/atau tenaga pendamping profesional.

Rancangan RKP Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam format rancangan RKP Kute.
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Pasal 41

Rancangan RKP Kute sebagaimana dimaksud dalam Pasal
40 dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran
Biaya.

Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kerjasama
antar Kute disusun dan disepakati bersama para Pengulu
yang melakukan kerja sama antar Kute.

Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi oleh tim
verifikasi.

Pasal 42

Pemerintah Kute dapat mengusulkan prioritas program
dan kegiatan pembangunan Kute dan pembangunan
kawasan perkutean kepada Pemerintah, pemerintah
provinsi, dan/atau pemerintah Kabupaten.

Tim penyusun RKP Kute menyusun usulan prioritas
program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1).

Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan
daftar usulan RKP Kute.

Rancangan daftar usulan RKP Kute sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran berita acara
laporan tim penyusun rancangan RKP Kute.

Pasal 43

Tim penyusun RKP Kute membuat berita acara tentang
hasil penyusunan rancangan RKP Kute yang dilampiri
dokumen rancangan RKP Kute dan rancangan daftar
usulan RKP Kute.

Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
disampaikan oleh tim penyusun RKP Kute kepada Pengulu.

Pasal 44

Pengulu memeriksa dokumen rancangan RKP Kute
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.

Pengulu mengarahkan tim penyusun RKP Kute untuk
melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Kute
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dalam hal Pengulu telah menyetujui rancangan RKP Kute

sebagaimana dimaksud pada -ayat (1), Pengulu
menyelenggarakan musyawarah perencanaan

pembangunan Kute.
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Paragraf 7
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Kute

Pasal 45

Pengulu menyelenggarakan musyawarah perencanaan
pembangunan Kute yang diadakan untuk membahas dan
menyepakati rancangan RKP Kute.

Musyawarah perencanaan pembangunan Kute
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh
Pemerintah Kute, Badan Permusyawaratan Kute, dan
unsur masyarakat.
Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
terdiri atas:
a. tokoh adat;
b. tokoh agama;
. tokoh masyarakat;
. tokoh pendidikan;
. perwakilan kelompok tani;

perwakilan kelompok perajin;
. perwakilan kelompok perempuan;

. perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak;
dan

perwakilan kelompok masyarakat miskin.
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Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), musyawarah perencanaan pembangunan Kute
dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan
kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 46

Rancangan RKP Kute sebagaimana dimaksud dalam Pasal
45 ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan
Pemerintahan Kute, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan
masyarakat Kute.

Rancangan RKP Kute sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai:

a. pagu indikatif Kute;

b. pendapatan asli Kute;

c. swadaya masyarakat Kute;

d. bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan

e. bantuan keuangan dari pemerintah provinsi, dan/atau
pemerintah Kabupaten.

Prioritas, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap
kebutuhan masyarakat Kute yang meliputi:
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a. peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan
Kute;

b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan
dasar;

c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan
lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber
daya lokal yang tersedia;

d. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;

e. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan
ekonomi;

f. pendayagunaan sumber daya alam;
. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Kute;

g

h. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman
masyarakat Kute berdasarkan kebutuhan masyarakat
Kute; dan

i. peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga
kemasyarakatan Kute.

Pasal 47

Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan
pembangunan Kute sebagaimana dimaksud dalam Pasal
46, dituangkan dalam berita acara.

Pengulu mengarahkan Tim penyusun RPJM Kute
melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Kute
berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan
pembangunan Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Rancangan RKP Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menjadi lampiran rancangan Qanun Kute tentang RKP
Kute.

Pengulu menyusun rancangan Qanun Kute tentang RPJM
Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Rancangan qanun Kute tentang RKP Kute sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dibahas dan disepakati bersama
oleh Pengulu dan Badan Permusyawaratan Kute untuk
ditetapkan menjadi Qanun Kute tentang RKP Kute.

Paragraf 8
Perubahan RKP Kute

Pasal 48

RKP Kute dapat diubah dalam hal:

a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis
politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang
berkepanjangan; atau

b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan
Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah
Kabupaten.
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Dalam hal terjadi perubahan RKP Kute dikarenakan terjadi

peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a, Pengulu melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a. berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten yang
mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian
khusus;

b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Kute
yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;

Cc. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana
kegiatan dan RAB; dan

d. menyusun rancangan RKP Kute perubahan.

Dalam hal terjadi perubahan RKP Kute dikarenakan
perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pengulu melaksanakan
kegiatan sebagai berikut:

a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas
kebijakan Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau
pemerintah Kabupaten;

b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Kute
yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar
atas kebijakan Pemerintah, pemerintah provinsi,
dan/atau pemerintah Kabupaten;

Cc. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana
kegiatan dan RAB; dan

d. menyusun rancangan RKP Kute perubahan.

Pasal 49

Pengulu menyelenggarakan musyawarah perencanaan
pembangunan Kute yang diadakan secara khusus untuk
kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan
RKP Kute sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48.

Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan
Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan
dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya
perubahan mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal
48 ayat (1).

Hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan
pembangunan Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditetapkan dengan Qanun Kute tentang RKP Kute
perubahan.

Qanun Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai
dasar dalam penyusunan perubahan APB Kute.

A& Qf |
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Paragraf 9
Pengajuan Daftar Usulan RKP Kute

Pasal 50

Pengulu menyampaikan daftar wusulan RKP Kute
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 kepada Bupati c.q
BAPPEDA melalui camat.

Penyampaian daftar usulan RKP Kute sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling lambat 31 Desember tahun
berjalan.

Daftar usulan RKP Kute sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), menjadi materi pembahasan di dalam musyawarah
perencanaan pembangunan kecamatan dan Kabupaten.

Bupati menginformasikan kepada pemerintah Kute tentang
hasil pembahasan daftar usulan RKP Kute sebagaimana
dimaksud pada ayat (3).

Informasi tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP
Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh
pemerintah Kute setelah diselenggarakannya musyawarah
perencanaan pembangunan di kecamatan pada tahun
anggaran berikutnya.

Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima
pemerintah kute paling lambat bulan Juli tahun anggaran
berikutnya.

BAB 1II
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KUTE

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 51

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Kute meliputi:
a. pembangunan Kute berskala lokal Kute; dan
b. pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke Kute.

Pelaksanaan pembangunan Kute yang berskala lokal
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikelola
melalui swakelola Kute, kerjasama antar Kute dan/atau
kerjasama Kute dengan pihak ketiga.

Pengulu mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan
pembangunan Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terhitung sejak ditetapkan APB Kute.

Pasal 52

Pembangunan Kute yang bersumber dari program sektoral
dan/atau program daerah, dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau

Pemerintah Kabupate]‘l.
¥
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Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau
program daerah diintegrasikan ke dalam pembangunan
Kute, program sektor dan/atau program daerah di Kute
dicatat dalam APB Kute.

Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau
program daerah didelegasikan kepada Kute, maka Kute
mempunyai kewenangan untuk mengurus.

Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan
disepakati dalam musyawarah Kute yang diseienggarakan
oleh BPK.

Dalam hal pembahasan dalam musyawarah Kute
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menyepakati
teknis pelaksanaan program sektor dan/atau program
daerah, Pengulu dapat mengajukan keberatan atas bagian
dari teknis pelaksanaan yang tidak disepakati, disertai
dasar pertimbangan keberatan dimaksud.

Pengulu menyampaikan keberatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) kepada Bupati melalui camat.

Pasal 53

Pengulu mengoordinasikan pelaksanaan program sektor
dan/atau program daerah yang didelegasikan pelaksanaannya
kepada Kute.

Bagian Kedua
Tahapan Persiapan

Paragraf 1
Umum

Pasal 54

Tahapan persiapan meliputi:

a. penetapan pelaksana kegiatan;

b. penyusunan rencana kerja;

c. sosialisasi kegiatan;

d. pembekalan pelaksana kegiatan;
e. penyiapan dokumen administrasi;
f. pengadaan tenaga kerja; dan

g. pengadaan bahan/material.
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Paragraf 2
Penetapan Pelaksana Kegiatan

Pasal 55

Pengulu memeriksa daftar calon pelaksana kegiatan yang
tercantum dalam dokumen RKP Kute yang ditetapkan
dalam APB Kute.

Pengulu menetapkan pelaksana kegiatan dengan
keputusan Pengulu.

Dalam hal pelaksana kegiatan mengundurkan diri, pindah
domisili keluar Kute, dan/atau dikenai sanksi pidana
Pengulu dapat mengubah pelaksana kegiatan.

Paragraf 3
Sosialisasi Kegiatan

Pasal 56

Pengulu menginformasikan dokumen RKP Kute, APB Kute
dan rencana kerja kepada masyarakat melalui sosialisasi
kegiatan.

Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
antara lain melalui:
. musyawarah pelaksanaan kegiatan kute;
. musyawarah dusun;
musyawarah kelompok;
. sistem informasi Kute berbasis website;
papan informasi kute; dan
media lain sesuai kondisi Kute.
Paragraf 4
Pembekalan Pelaksana Kegiatan

MmO O T

Pasal 57

Pengulu mengoordinasikan pembekalan pelaksana
kegiatan di Kute.

Pemerintah Kabupaten melaksanakan pembekalan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pelaksanaan pembekalan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan dengan pembimbingan teknis.

Pasal 58
Pembekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57,
antara lain:
a. pengelolaan keuangan Kute;
b. penyelenggaraan pemerintahan Kute; dan
c. pembangunan Kute.
Kegiatan pembekalan pengelolaan keuangan kute
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain

A QN
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teknis administrasi pengelolaan keuangan dan teknis
penyusunan dokumen pertanggungjawaban keuangan.

(3) Kegiatan pembekalan penyelenggaraan pemerintahan Kute
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain
teknis administrasi kesekretariatan, pendataan, penetapan
dan penegasan batas kute.

(4) Kegiatan pembekalan pembangunan kute sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c seperti pendayagunaan
teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya lokal,
mekanisme pengadaan barang dan jasa, penyusunan
laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan informasi
Kute.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembekalan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati
dalam peraturan Bupati.

Paragraf S
Penyiapan Dokumen Administrasi Kegiatan

Pasal 59

Pelaksana  kegiatan melakukan penyiapan dokumen
administrasi kegiatan.

Paragraf 6
Pengadaan Tenaga Kerja dan Bahan/Material

Pasal 60

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Kute mengutamakan
pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam
yang ada di Kute serta mendayagunakan swadaya dan gotong
royong masyarakat.

Pasal 61
(1) Pelaksana  kegiatan mendayagunakan sumberdaya
manusia yang ada di Kute sekurang-kurangnya
melakukan:
a. pendataan kebutuhan tenaga kerja;
b. pendaftaran calon tenaga kerja;
c. pembentukan kelompok kerja;
d. pembagian jadwal kerja; dan
e. pembayaran upah dan/atau honor.
(2) Besaran upah dan/atau honor sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf e, sesuai dengan perhitungan besaran
upah dan/atau honor yang tercantum di dalam RKP Kute

yang ditetapkan dalam APB Kute.
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Pasal 62

(1) Pelaksana kegiatan mendayagunakan sumberdaya alam
yang ada di Kute, sekurang-kurangnya melakukan:

a. pendataan kebutuhan material/bahan yang diperlukan;

b. penentuan material/bahan yang disediakan dari Kute;
dan

c. menentukan cara pengadaan material/bahan.

(2) Besaran harga material/bahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sesuai dengan perhitungan harga yang
tercantum di dalam RKP Kute yang ditetapkan dalam APB
Kute.

Pasal 63

Pelaksana kegiatan mendayagunakan swadaya dan gotong
royong masyarakat Kute, sekurang-kurangnya melakukan:

a. penghimpunan dan pencatatan dana swadaya masyarakat,
sumbangan dari pihak ketiga, dan tenaga sukarela dari
unsur masyarakat;

b. pendataan sumbangan masyarakat Kute dan/atau pihak
ketiga yang berbentuk barang;

c. pendataan hibah dari masyarakat Kute dan/atau pihak
ketiga;

d. pembentukan kelompok tenaga kerja sukarela; dan

e. penetapan jadwal kerja.

Pasal 64

(1) Pengulu menjamin pelaksanaan swadaya dan gotong
royong masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
63, sekurang-kurangnya mengadministrasikan dokumen:

a. pernyataan pemberian hibah dari warga masyarakat
Kute dan/atau pihak ketiga kepada Kute atas
lahan/tanah yang menjadi aset Kute sebagai dampak
kegiatan pembangunan Kute dan diikuti dengan proses
pembuatan akta hibah oleh Pengulu;

b. pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat Kute
dan/atau pihak ketiga untuk tidak meminta ganti rugi
atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena
dampak kegiatan pembangunan Kute.

(2) Pembiayaan akta hibah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), huruf a dilakukan melalui APB Kute.

Pasal 65

(1) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Kute dilakukan tanpa
merugikan hak-hak rumah tangga miskin atas aset
lahan/tanah, bangunan pribadi dan/atau tanaman yang
terkena dampak kegiatan pembangunan Kute.

i
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Pelaksanaan kegiatan pembangunan Kute sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:

a. peralihan hak kepemilikan atas lahan/tanah melalui
jual beli; dan

b. pemberian ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau
tanaman.

Pembiayaan yang dibutuhkan dalam rangka perlindungan

hak-hak rumah tangga miskin sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dilakukan melalui APB Kute.

Penentuan besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf b diatur sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 66

Bagian Ketiga
Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Paragraf 1
Umum

Pasal 67

Pengulu mengoordinasikan tahapan pelaksanaan kegiatan
yang sekurang-kurangnya meliputi:
a. rapat kerja dengan pelaksana kegiatan;

b.

lac ¢ N o M o)

(1)

(2)

pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur Kute;
. perubahan pelaksanaan kegiatan;

. pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah;

. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan;

musyawarah pelaksanaan kegiatan Kute dalam rangka
pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan; dan

. pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan.

Paragraf 2
Pemeriksaan Kegiatan Infrastruktur Desa
Pasal 68
Pengulu mengoordinasikan pemeriksaan tahap

perkembangan dan tahap akhir kegiatan infrastruktur
Kute.

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
dibantu oleh tenaga ahli di bidang pembangunan
infrastruktur sesuai dengan dokumen RKP Kute.

Dalam rangka penyediaan tenaga ahli sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), Pengulu mengutamakan
pemanfaatan tenaga ahli yang berasal dari masyarakat

AN
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Dalam hal tidak tersedia tenaga ahli sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Pengulu meminta bantuan kepada
Bupati melalui camat perihal kebutuhan tenaga ahli di
bidang pembangunan infrastruktur yang dapat berasal
satuan kerja perangkat Kabupaten yang membidangi
pekerjaan umum = dan/atau tenaga pendamping
profesional.

Pasal 69

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68,
dilakukan dengan cara memeriksa dan menilai sebagian
dan/atau seluruh hasil pelaksanaan kegiatan
pembangunan infrastruktur Kute.

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilakukan dalam 3 (tiga) tahap meliputi:

a. tahap pertama: penilaian dan pemeriksaan terhadap
40% (empat puluh per seratus) dari keseluruhan target
kegiatan;

b. tahap kedua: penilaian dan pemeriksaan terhadap 80%
(delapan puluh per seratus) dari keseluruhan target
kegiatan; dan

c. tahap ketiga: penilaian dan pemeriksaan terhadap 100%
(seratus per seratus) dari keseluruhan target kegiatan.

Pemeriksa melaporkan kepada Pengulu perihal hasil
pemeriksaan pada setiap tahapan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2).

Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) menjadi bahan pengendalian pelaksanaan kegiatan
oleh Pengulu.

Paragraf 3
Perubahan Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 70

Pemerintah Kabupaten menetapkan peraturan tentang

kejadian khusus yang berdampak pada perubahan

pelaksanaan kegiatan pembangunan di kute dalam

pembangunan kute dalam hal terjadi:

a. kenaikan harga yang tidak wajar;

b. kelangkaan bahan material; dan/atau

c. terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam,
kebakaran, banjir dan/atau kerusuhan sosial.

Penetapan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penetapan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dengan peraturan Bupati.

oy
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Pasal 71

Pengulu mengoordinasikan perubahan pelaksanaan
kegiatan pembangunan di kute sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 70.

Perubahan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan dengan ketentuan:
a. penambahan nilai pagu dana kegiatan yang ditetapkan
dalam APB Kute dilakukan melalui:
1. swadaya masyarakat,
2. bantuan pihak ketiga, dan/atau
3. bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah
provinsi, dan /atau pemerintah Kabupaten.
b. tidak mengganti jenis kegiatan yang ditetapkan dalam
APB Kute; dan
c. tidak melanjutkan kegiatan sampai perubahan
pelaksanaan kegiatan disetujui oleh Pengulu.
Penguiu menghentikan proses pelaksanaan kegiatan dalam
hal pelaksana kegiatan tidak mentaati ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 72

Pengulu memimpin rapat kerja untuk membahas dan
menyepakati perubahan pelaksanaan kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70.

Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dituangkan dalam berita acara.

Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri
perubahan gambar desain dan perubahan rencana
anggaran biaya dalam hal terjadi perubahan pelaksanaan
kegiatan di bidang pembangunan infrastruktur Kute.

Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi
dasar bagi Pengulu menetapkan perubahan pelaksanaan
kegiatan.

Perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Pengulu.

Paragraf 4
Pengelolaan Pengaduan dan Penyelesaian Masalah

Pasal 73

Pengulu mengoordinasikan penanganan pengaduan
masyarakat dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan
kegiatan pembangunan Kute.

Koordinasi penanganan pengaduan masyarakat dan
penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), sekurang-kurangnya meliputi kegiatan:

a. penyediaan kotak pengaduan masyarakat;

A/Q@M




(3)

(4)

(1)
(2)

=30 =

b. pencermatan masalah yang termuat dalam pengaduan
masyarakat;

c. penetapan status masalah; dan

d. penyelesaian  masalah dan penetapan  status
penyelesaian masalah.

Penanganan pengaduan dan penyelesaian masalah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan
ketentuan sebagai berikut:

a. menjaga kerahasiaan identitas pelapor;

b. mengutamakan penyelesaian masalah di tingkat
pelaksana kegiatan;

¢. menginformasikan kepada masyarakat Kute
perkembangan penyelesaian masalah;

d. melibatkan masyarakat Kute dalam menyelesaikan
masalah; dan

e. mengadministrasikan bukti pengaduan dan
penyelesaian masalah.

Penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan secara mandiri oleh Kute berdasarkan
kearifan lokal dan pengarusutamaan perdamaian melalui
musyawarah kute.

Dalam hal musyawarah kute sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) menyepakati masalah dinyatakan selesai, hasil
kesepakatan dituangkan dalam berita acara musyawarah
kute.

Paragraf S5
Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 74

Laporan pelaksanaan kegiatan, dituangkan dalam format
laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa.

Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilampiri dokumentasi hasil pelaksanaan kegiatan
pembangunan Kute yang sekurang-kurangnya meliputi:

a. realisasi biaya beserta lampiran bukti-bukti
pembayaran;

b. foto kegiatan infrastruktur Kute kondisi 0%, 40%, 80%
dan 100% yang diambil dari sudut pengambilan yang
sama,;

c. foto yang memperlihatkan orang sedang bekerja
dan/atau melakukan kegiatan secara beramai-ramai;

d. foto yang memperlihatkan peran serta masyarakat dalam
kegiatan pembangunan Kute;

e. foto yang memperlihatkan pembayaran upah secara
langsung kepada tenaga kerja kegiatan pembangunan

Ly
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f. gambar purna laksana untuk pembangunan
infrastruktur Kute.

Pengulu menyusun laporan penyelenggaraan
pemerintahan Kute berdasarkan laporan pelaksanaan
kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 6
Musyawarah Kute dalam rangka Pelaksanaan
Pembangunan Kute

Pasal 75

Badan Permusyawaratan Kute menyelenggarakan
musyawarah Kute dalam rangka pelaksanaan
pembangunan Kute.

Musyawarah kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diselenggarakan setiap semester yaitu pada bulan Juni dan
bulan Desember tahun anggaran berikutnya.

Pasal 76

Masyarakat kute berpartisipasi menanggapi laporan
pelaksanaan pembangunan Kute sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 74.

Tanggapan masyarakat Kute sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan dengan memberikan masukan
kepada Pengulu.

Badan Permusyawaratan Kute, Pengulu, pelaksana
kegiatan dan masyarakat Kute membahas dan
menyepakati tanggapan dan masukan masyarakat Kute
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dituangkan dalam berita acara.

Pengulu mengoordinasikan pelaksana kegiatan untuk
melakukan perbaikan hasil kegiatan berdasarkan berita
acara hasil kesepakatan musyawarah kute sebagaimana
dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 7
Pelestarian dan Pemanfaatan Hasil Kegiatan
Pembangunan Kute

Pasal 77

Pelestarian dan pemanfaatan hasil pembangunan kute
dilaksanakan dalam rangka memanfaatkan dan menjaga
hasil kegiatan pembangunan Kute.

Pelestarian dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dilaksanakan dengan cara:
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a. melakukan pendataan hasil kegiatan pembangunan
yang perlu dilestarikan dan dikelola pemanfaatannya;

b. membentuk dan meningkatkan kapasitas kelompok
pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan
pembangunan Kute; dan

c. pengalokasian biaya pelestarian dan pemanfaatan hasil
pelaksanaan kegiatan pembangunan Kute.

(3) Ketentuan pelestarian dan pemanfaatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Qanun Kute.

(4) Pengulu  membentuk  kelompok pelestarian dan
pemanfaatan  hasil kegiatan pembangunan Kute
sebagaimana dimaksud pada ayat {2).

(5) Pembentukan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) ditetapkan dengan keputusan Pengulu.

BAB III
PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN KUTE

Pasal 78

(1) Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kute melakukan
upaya pemberdayaan masyarakat Kute.

(2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilakukan melalui pengawasan dan pemantauan
penyelenggaraan Pemerintahan Kute dan pembangunan
Kute yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat
Kute.

(3) Masyarakat Kute berhak melakukan pemantauan terhadap
pelaksanaan Pembangunan Kute.

(4) Hasil pengawasan dan pemantauan pembangunan Kute
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar
pembahasan musyawarah Kute dalam rangka pelaksanaan
pembangunan Kute.

Pasal 79

(1) Pemantauan pembangunan Kute oleh masyarakat Kute
dilakukan pada tahapan perencanaan pembangunan Kute
dan tahapan pelaksanaan pembangunan Kute.

(2) Pemantauan tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilakukan dengan cara menilai penyusunan
RPJM Kute dan RKP Kute.

(3) Pemantauan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilakukan dengan cara menilai antara lain:
pengadaan barang dan/atau - jasa, pengadaan
bahan/material, pengadaan tenaga kerja, pengelolaan
administrasi keuangan, pengiriman bahan/material,
pembayaran -upah, dan kualitas hasil kegiatan

pembangunan Kute. /%
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(1)

(2)

(1)

(2)
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Hasil pemantauan pembangunan Kute sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format hasil
pemantauan pembangunan Kiite.

Pasal 80

Bupati melakukan pemantauan dan pengawasan
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kute dengan
cara:

a. memantau dan mengawasi jadwal perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan Kute;

b. menerima, mempelajari dan memberikan umpan balik
terhadap laporan realisasi pelaksanaan APB Kute;

c. mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan
pembangunan Kute; dan

d. memberikan pembimbingan teknis kepada pemerintah
Kute.

Dalam hal terjadi keterlambatan perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan Kute sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sebagai akibat ketidakmampuan dan/atau
kelalaian pemerintah Kute, Bupati melakukan:

a. menerbitkan surat peringatan kepada Pengulu;

b. membina dan mendampingi pemerintah kute dalam hal
mempercepat perencanaan pembangunan kute untuk
memastikan APB Kute ditetapkan 31 Desember tahun
berjalan; dan

c. membina dan mendampingi pemerintah Kute dalam hal
mempercepat pelaksanaan pembangunan Kute untuk
memastikan penyerapan APB Kute sesuai peraturan
perundang-undangan.

Pasal 81

Kegiatan dan format pembangunan Kute tercantum dalam
Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 82

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, RKP Kute yang
sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai
dengan berakhir masa berlakunya.

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, RPJM Kute yang
sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai
dengan berakhir masa berlakunya, dan untuk selanjutnya
disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

oY
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BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 83

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di Kutacane
pada tanggal 24 Maret 2020

BUPATI

Diundangkan di : Kutacane
Pada tanggal . 2b Maret 2020.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

MHD. RID

BERITA KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2020 NOMOR.© /3



I. LAMPIRAN DAFTAR FORMAT TAHAP PERENCANAAN

No. Judul Formulir Pasa! Waa) Haia.
terkait | Form | man
1 |Data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Kute | Pasal 11 F.l1 1
2 |Data Kute Pasal 13
2,1 Daftar sumberdayaalam Fl21 2
2,2 Daftar sumber daya manusia F.l2.2 3
2,3 Daftar sumber daya pembangunan F.1.2.3 4
2,4  Daftar sumber daya sosial budaya F.l2.4 5
3 Rekapitulasi usulan rencana kegiatan Kute dari dusun dan/ atau kelompok Fasal & F13 =
masyarakat
3.1 Daftar gagasan Dusun/ Kelompok F.13.1 7
3.1.a Contoh Sketsa Kute Fl3.1a 8
3.1.b Contoh Kalender Musim F.L3.1b 9
3.1.c Contoh Bagan Kelembagaan Fl3.1.c 10
4 |Berita acara hasil pengkajian keadaan Kute Pasal 17 F.l.4 11
4,1  Laporan hasil pengkajian keadaan Kute (Contoh Ouiline) Pasal 18 F.l4.1 12
5 |Berita acara penyusunan RPJM Kute melalui musyawarah Kute Pasal 21 F.1.5 13
6 |Rancangan RPJM Kute Pasal 22 F.1.6 14
7 |Berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Kute Pasal 23 F.1.7 15
8 |Berita acara Penyusunan RPJM Kute melalui Musrenbang Kute Pasal 26 F.1.8 16
9 {Berita acara penyusunan RKP Kute melalui Musvawarah Kute Pasal 32 F.19 17
10 |[Pagu indikatif Kute Pasal 36 F.L10 18
11 |Program dan Kegiatan pembangunan yang masuk ke Kute Pasal 36 F111 19
12 |Rancangan RKP Kute Pasal 41 F.112 20
Lampiran rancangan RKP Pasal 41
12,1 Proposal Teknis F.l12.1 21
12.1.1 Gambar Rencana Prasarana F112.1.1 22
12,2 Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pasal 42 | F.l.12.2 23
12.3 Pemeriksaan proposal Teknis RAB Pasal 42 F.1.12.3 24
13 [Daftar usulan RKP Kute Pasal 43 F.l.13 25
14 |Berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Kute Pasal 44 F.1.14 26
15 |Berita acara Rancangan RKP Kute melalui Musrenbang Kute Pasal 48 F.1.15 27

22
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LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR: ...... TAHUN 20

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RPJM KUTE DAN RKF KUTE SERTA
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KUTE

FORMAT PEMBANGUNAN Kute

A. FORMAT PERENCANAAN
I. FORMAT DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN YANG MASUK KE KUTE

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN YANG MASUK KE KUTE

KUTE

KECAMATAN

KABUPATEN

PROVINSI

- SKPD Pengelola Lokasi Kegiatan Pagu Dana
Pr K
No ogram/ Kegiatan Pro / Kegiatan | (Dusun/RT/RW) Volume Satuan (Rp.)
Katens i ,tanggal ..., ...., ....
Mengetahui, Ketua Tim Penyusun RPJM Kute

Pengulu




II. FORMAT DAFTAR SUMBER DAYA ALAM

DAFTAR SUMBER DAYA ALAM
KUTE
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI
No Uraian Sumber Daya Alam Volume Satuan
CONTOH
1 [Matenal batu kah dan Kerikil 400.000 m3
2 |Pasir urug 700.000 m3
3 _|Lahan Tegalan 11.128 Ha
4 |Lahan Persawahan 1.104 Ha
5 |Lahan Hutan 35.000 Ha
6 |Sungai 8.124 Ha
7 ._|Tanaman Perkebunan : Cengkeh, Lada, Kopi, Panili 6.500 Ha
8 |Air terjun 1 th
9
, tanggal ..., ..., coce
Mengetahui Ketua Tim Penyusun RPJM
Pengulu Kute
(e T S o e nresnsnsnenmmanssessserh OREROA ) (0ol nononsearannermasanassssnnvispse s isaenasess
Keterangan:

Diisi dengan data sekunder dari data Potensi kute, Profil kute, Monografi kute, Data

kependudukan catatan sipil, data pendidikan dll yang relevan
D = SDA dalam kute
K = SDA terkait Kawasan Perkutean/ Wilayah Antar kute

oLy




II1. FORMAT DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

KUTE
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINST
No Uraian Sumber Daya Manusia (SDM) Jumlah Satuan
CONTOH
1 |Penduduk dan keluarga
a.Jumlah penduduk laki-laki orang
b. Jumlah penduduk perempuan orang
c. Jumlah keluarga keluarga

2 |Sumber penghasilan utama penduduk

a. Pertanian, perikanan, perkebunan

b. Pertambangan dan penggalian

c. Industri pengolahan (pabrik, kerajinan, dll)

d. Perdagangan besar/eceran dan rumah makan

e. Angkutan, pergudangan, komunikasi

f. Jasa
g. Lainnya (air, gas, listrik, konstruksi, perbankan, dil)

3__|Tenaga kerja berdasarkan latar belakang pendidikan

a. Lulusan S-1 keatas 8 orang
b. Lulusan SLA 252 orang
c. Lulusan SMP 574 orang
d. Lulusan SD 2294 orang
e. Tidak tamat SD/ ndak sekolah 29 orang
4 |.....
KRB cocisinioisvostsnsins 3 COREFAL .oy suenyiosss
Mengetahui Ketua Tim Penyusun RPJM Kute
Pengulu
fi e rmgrnssaavensany abe s AR RSN DR L S SRR ) B esnnons nvmeanuse nso say somies s anne oo MRS SRR SRR RO
Keterangan:

D = SDA dalam Kute
K = SDA terkait Kawasan PerKutean/ Wilayah Antar Kute



IV. FORMAT DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

KUTE
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

No

Uraian Sumber Daya Pembangunan

CONTOH

Aset prasarana umum

a. Jalan

b. Jembatan

Aset Prasarana pendidikan

a. Gedung Paud

b. Gedung TK

c. Gedung SD

d. Taman Pendidikan Alqur'an

Aset prasarana kesehatan

a. Posyandu

b. Polindes

c. MCK

d. Sarana Air Bersih

Aset prasarana ekonomi

a. Pasar Kute

b. Tempat Pelelangan Ikan

(1]

Kelompok Usaha Ekonomi Produktif

a. Jumlah kelompok usaha

b. Jumlah kelompok usaha yang sehat

Aset berupa modal

a. Total aset produktif

b. Total pinjaman di masyarakat

Mengetahui
Pengulu




V. FORMAT DAFTAR SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA

DAFTAR SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA

KUTE
KECAMATAN
KABUPATEN
PRQVINSI

No Uraian Sumber Daya Sosial Budaya Jumlah Satuan

Mengetahui Ketua Tim Penyusun RPJM Kute
Pengulu

Keterangan : Sumber daya sosial diisi dengan budaya-budaya yang dimiliki dan berkembang, seperti kegiatan-
kegiatan Gotong-rayong, peringatan-peringatan hari-hari tertentu yang masih dilakukan serta
pengembangan dari kegiatan/ festifal seni-budaya lainya .

A B\
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VI. FORMAT REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN KUTE

REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN KUTE

BEABTIPATIEI 2. v v nsissoos o683 05000 A Lo ESE4 5 o oo e S S BRSO A S VAR S S S e
TROVINEL 37 e mseomsions s oo e oo s S8 S mempesecemies s oA AR AR 0 S S A

Usulan Rencana Kegiatan berdasarkan Rencaaa Perkiraan Peneriin Moniuat

o Bidang ligkas Volume |0 oen Laki-laki [T eFemP

Kegiatan uan A-RTM

Contoh

I |Penyelenggaraan pemerintahan Kute
1. Penetapan dan penegasan batas Kutel Dusun Datok 1 paket - - -
2. Pendataan Kute

3. Penyusunan tata ruang Kute

II |Pelaksanaan Pembangunan Kute
1. Pemeliharaan jalan

2. Pembangunan jaringan irigasi
3. Rehabilitasi Gedung Posyandu

IIT |Pembinaan Kemasyarakatan
1. Pembinaan PKK

2. Pelaksanaan Siskamling
3. Pembinaan kerukunan umat beragar

IV |Pemberdayaan Masyarakat

1. Pelatihan tata boga

2. Pelatihan teknologi tepat guna
3. Pelatihan KPMD

KULE .o eroensnenessonenensy EEREPAY suicy auangisiae
Mengetahui Ketua Tim Penyusun RPJM Kute

Pengulu

Keterangan:
A-RTM Anggota Rumah Tangga Miskin

oY
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VII. FORMAT DAFTAR GAGASAN DUSUN/KELOMPOK

DAFTAR GAGASAN DUSUN/ KELOMPOK : ..ccuutiiiiuiieienieeaeteeeeeanasiesessanssesessessannes

KUTE
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI
Prakiraan Penerima Manfaat
No Gagasan Kegiatan Lokasi Kegiatan Satuar
Volume LK | PR | A-RTM
Contoh
1 |Rehabilitasi Gedung Posyandu RT. 01 1|unit 35| 40 27
2 |Pembangunan jaringan irigasi RT. 02 dan RT 03 1200|meter | 100| 125 90
3 |Pelatihan tata boga RT. 01, 02, 03 15|orang 5 10 9
KL oissassansisinivsy ANl cisy soseyisess
Mengetahui Ketua Tim Penyusun RPJM Kute
Pengulu

/é/y/gv



VIII. FORMAT CONTOH SKETSA KUTE

CONTOH SKETSA KUTE

a. POTRET/SKETSA DESA

' | [ i Eoebo b Jogal o . b CSERD (AP
l ' - b e ' ‘4 “"m Caarwas
' ' I ~ 212 dan deatae ' (Fee Feabmy o arprt
3' — - ‘' ' " r Bes 1 A VI YR " k' (IR )
p | D T dandiae Vi i e
LR L S L) N
(. s L) " tabanm Caime b0 B e PR Lses Mot

b. DAFTAR MASAYL AH DAN POTENSI DARI POTRET DESA

No MASATAH POTENSI
L Jalan desa di wilayah Barmu
RW 02 sepagjang 1.200 Pasir
meter Tusak berat. Tenaga Gotong Royoug
2. Lingkungan perumashan I K-Desa dan PEKX
penduduk RW 07 adak Eader-kader di desa
sehat . Puskesmas pembanmu
3. Banyak anak balita di Puskesmas Pembanru
RW 13 mendenta Posyancdu '
penyakit canypak. Eader Posyandu
r Tambakkolam ikan Kolamylshan tambak
kurmang dimanfaatkan Aliraningasi
oleh petani ikan Petam ta:nbak
3. Jembatan di Dusun Bam dan pasir
Damai longsor. Kayu dan bambu
Tenzgza Gotong royong




[X. FORMAT CONTOH KALENDER MUSIM

CONTOH KALENDER MUSIM

a. GAMBAR KALENDER MUSIM

R
AWGLATY AN
AR AT AN

PANCAROBA

MUSDM HUJAN

Arw

[

a

s

it

e

ar bassik

Hosbats
(eammyak
peayaict)

Baxp=

Przan

Tanazs

Dar

LR RS

-

e

..

"

e

e

LAl

Lad

‘e

e

e

ahe

b.

DAFTAR AMASAT AH DAN POTENSI DARY KAT ENDER AMUSIM

No ALASATAH POTENSI
i
Pada musim kemarsu, & Sunzai
dua dusun kekurangan Mata gir
air bersih. Swadaya masyarakat
5 Bam pasir
Pada rmusim kemarau, Irigasl tersier
hasil panen merosot Lus: lahan persawahan
(gagal). Kelcpok Tami
KUD
3
Pada musum pancaroba Pusk 2smas Pembant
banyak masyarakat desa Iebun obat keluarga
terserang ispa (mfeksy Posyandu
4 saluran pernafasan akur).
Pada musim hogan Puzkesimas pembanru
bauyak masyarakat di Posyandu
Dusun Suci rericena Buidan dess
diare. Eebun obar keluarga
5.
: ; Bam dan pasir
Pada v e bujan. Eayu dan bambu
sebaprian besar rumah Tenssn GOGE Ve
pendudulk di Dusun B tong royong
Damai tergenang air
senngzei 1 meter
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X. FORMAT CONTOH BAGAN KELEMBAGAAN

CONTOH BAGAN KELEMBAGAAN

a. BAGAN KELEAMBAGAAN DESA b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI BAGAN KELEMBAGAAN
No LEMBAGA MASALAH POTENSI
1 PEMDES Perangiat desa Pecangkat
& kurnug dalam lengkap
BFD mambaenkan - Samans
pelsyanan pads wrodn
asyarakat
/ zw\
‘ ." 2 LE-Desa Pangmus LE Pezgurus
. sobagias bosar kaglkap
v o tidak tazgak - Tomg
-?i,'.‘.“" ° Logstazzya pangunis
potanzial
3
EELOMPOR Kagatxs Lembrm ada
‘ TANI kalonzpok taz di -
Dusun Duma: langkaxp
u 1 wacet
[ABIR R
\ RIS
::‘l}zkn ey - Paxpau
dg mggoa laaghap
=4
KUD Kirang Ada prograzs
bermamfasr dalaz pelatiag
meceasarkan Bl - Adaloedit
pertmian bz rendal
taradn
dst dst dst
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XI. FORMAT BERITA ACARA PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN KUTE

BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN KUTE

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Kute, di Kute ..........c.ccveevneencinnnnnnnn.
Kabupaten/Kota .......cccevvivienininrenennnnn.. PROVIASY couuscapsimspsasisssssisssies sossss
1 ¥ o N U SO pada :

HAri dan TAREEAL = 7 ccosossmspesscsssessmmssssmsaasaissiais

Jam 3! em s e e R A G S S SR S

Tempat ] e RS R R RS A
Telah dilaksanakan keglatan pengkajian keadaan Kute yang dihadiri oleh
wakil - wakil dari kelompok, kepala dusun, warga dusun, tokoh
masyarakat dan unsur lain yang terkait di Kute sebagaimana tercantum
dalam daftar hadir. Agenda kegiatan yang dilakukan didalam proses
pengkajian Kute tersebut adalah :

Contoh
1 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa Kute
2 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim
3 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan
4 Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya Kute

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh
tanggungjawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

o ; RAnEEAl, sy wevi s
Mengetahui, Ketua Tim Penyusun RPJM Kute

Pengulu
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FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN KUTE

LAPORAN
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN KUTE

KUTE T A
BECAMATAN, 2 cmsmssasesmsanssisms sansosas saisede s s s gase v s oo A S e A vosaess st s
RABUPATEN  (ocesssmnsssnmmmvamansesssiimes s s s i st svasssii s s insp sass vt aivecsss
PROVINSI T

L.

II

V.

VIIL.

Latar Belakang

Contoh

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan Kute adalah
ketersediaan RPJMDes dan RKPDes. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan
kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek Kute. Maka kualitas
RPJMdes dan RKPDes menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses
penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan.
Pengkajian Keadaaan Kute (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan
untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Kute.

..............................................

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat:
a Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota

b Pengkajian Potensi Kute

¢ Pengkajian Peluang pendayagunaan sumber daya Kute

d Pengkajian permasalahan yang dihadapi

e Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat

B e e SRR e TR S RS
Tim Pelaksana Pengkajian Keadaan Kute
Contoh

Pengkajian keadaan Kute dilakukan oleh Tim Penyusun RPJMDes dengan dipandu oleh
Kader Pemberdayaan Masyarakat Kute

..............................................

Pendekatan dan Metode

Contoh
Pengkajian keadaan Kute dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode

P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Kute)

..............................................

ALAT KAJI DAN INSTRUMEN
Contoh

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Kute, Kalender Musim dan Bagan Hubungan
Antar Lembaga /Kelembagaan.

..............................................

PROSES PELAKSANAAN
Contoh
a Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan

pembangunan kabupaten/kota . .

b menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat
kaji tersebut di atas.

¢ Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk
menemukenali peluang pendayagunaan sumber daya Kute

d Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk
merumuskan usulan rencana kegiatan

e Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Kute dari dusun

dan/atau kelompok masyarakat
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XI1. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN KUTE (Lanjutan)

IX. HASIL
Contoh
1 Data Kute yang sudah diselaraskan
2 Data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke
Kute
3 Data rencana program pembangunan kawasan perKutean
4 Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Kute dari dusun
dan/atau kelompok masyarakat

X Rencana Kerja Tindak Lanjut
Contoh
Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan Kute

R ——— s Faniggaly vy versy suss
Mengetahui, Ketua Tim Penyusun RPJM Kute

Pengulu
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XIl. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH Kute PENYUSUNAN RPJM-KUTE
BERITA ACARA
MUSYAWARAH KUTE
PENYUSUNAN RPJM - KUTE

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Kute melalui musyawarah Kute,

telah diadakan musyawarah Kute di )5 5 ——
Kecamatan........cceveveevennennnn. Kabupaten...........ccceeueun....

Hari dan Tanggal :© ...ccooiiiiiiiiiieieeeeieeaaeee.

Jam S U ————

Tempat R T U ——

yang dihadiri oleh Pengulu unsur perangkat Kute, BPD, wakil - wakil
kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.
Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku

unsur pimpinan dalam musyawarah Kute ini adalah :
A. Materi

............................................................................................................
............................................................................................................

............................................................................................................

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemippin MUSYE T awaassisasisssssssens, GBI ...seenrsonmmssonsasassresositsessssasss

Notulen I e e ST (6 £ 1 SO Ee P s

Narasumber 8 Boemssseesuscusnsrsvisiavin (0 - 1 & (PRI
Lirvsseamessmanissessaang < - (e ———
. I— dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta
musyawarah Kute menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi
kesepakatan akhir dari musyawarah Kute dalam rangka penyusunan RPJM Kute
yaitu :

.....................................................................................................................

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh
tanggungjawab agar dapatdipergunakan sebagaimana mestinya.

T , Tanggal, ..., ..., ....
Mengetahui Ketua BPK
Pengulu
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RANCANGAN RPJM KUTE

TAHUN: S i ccdivessrmasarss
KUTE
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI
Bidang/ Jenis Kegintan Lokasi Waktu Pelaksanaan e Blga h Prakiraan Pola Pelaksanasn
- (/R | Praliraan | Sasaran/ Sumber Pembiayaan__ -
Bidang Sub Bidang Jenis Kegiatan Dusun) Yoldme Manfaat 'Tal'lmn Tahun 2 Tal;un Tahun 4 Tal;un Tahun 6 Jlh (Rp) Sumber Swakelola ::;T;:’; chmhhak
a b c. d e f a h i i k | n 0 D q [ s
a,
b.
Cc.
1 Penyelenggaraan d
Pemerintahan Kute c.
f,
g.
Jumlah Per Bidang 1 =
a,
b.
c.
d.
2 Pembangunan Kute |e,
f.
'8
h.
i
Jumlah Per Bidang 2
a
b.
~ c.
3 Pembinaan n
Kemasyarakatan N
f.
g
Jumlah Per Bidang 3 -
a.
4 Pemberdayaan b,
Masyurakat c.
d.
Jumlah Per Bidang 4
JUMLAH TOTAL -
................... , Tanggal, ..., ooy oo
Mengetahui : Disusun oleh;
Pengulu, Tim Penyusun RPJM Kute
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XV. FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM KUTE

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM KUTE

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RPJM Kute di

(410 7 TR kecammatan. . . v sasiessss
kabupaten. ... ProvinSi.........cc.eueun. dalam rangka
penyusunan rancangan RPJM - Kute, maka pada hari ini :

Haridan Tanggal :© ..oocooovviiniiiieeieieeneaenn,

Jam .

Tempat L DL LT T —

telah diselesaikan penyusunan rancangan RPJM Kute oleh tim penyusun
RPJM Kute sebagaimana daftar terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan

Hasil kegiatan berupa rancangan RPJM Kute sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab
agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

................... , Tanggal, ..., ..., .... -

Mengetahui Ketua Tim Penyusunan RPJM Kute
Pengulu

ya Ly
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XV1. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KUTE
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM KUTE

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KUTE
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM KUTE

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RPJM Kute di Kute .....................
Kecamplan ... ssssnnmssissseevemniss KAbOUpatet . ccam nanmmasa s
Provinsi...........c...... pada :

Hartdan Tangpal @ cosswaosnsmsimasassassaisssessss

Jam I SRR

Tempat o Y et e W

telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Kute yang
dihadiri oleh Pengulu, unsur perangkat Kute, BPK, wakil - wakil kelompok
masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.
Maleri yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Kule
ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan
narasumber adalah :

A. Materi

..............................................................................................................

..............................................................................................................

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musya ............................. (3 s

Notulen S ceonsibunsssnnssesaysberas (4 1s USSP

Narasumber 3 (R T (3 1§ i T P T LT s R
D s e (6 =1 o L
5 J— dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh
peserta musyawarah perencanaan pembangunan Kute menyepakati
beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari
musyawarah perencanaan pembangunan Kute dalam rangka penyusunan
rancangan RPJM Kute yaitu :

.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh
tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

T Y et Tanggal, ..., ... s v
Ketua BPK Pengulu
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XVII. FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RKP KUTE MELALUI MUSYAWARAH KUTE

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RKP Kute
MELALUI MUSYAWARAH KUTE

Berkaitan dengan penyusunan RKP Kute di Kute ..................... Kecamatan! ciwsisisissesses
KabUupaten ..o ssessenssssassisss Provmsl.caswiess pada :

Hari dan Tanggal = = @ e

SEEL e RN RO

Tempat e

telah diadakan acara musyawarah Kute yang dihadiri oleh Pengulu, unsur
perangkat Kute, BPD, kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah Kute ini serta yang bertindak selakn unsur
pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :
A. Materi
Contoh
Pencermatan RPJM Kute
Kriteria dan pembentukan tim verifikasi

.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin mnsyawarall ¢ .ssssasssssisssssassoss 6 - 1

Notulen T s e AATT oo e eoesersernorssasssssesnasssasssssnse

Narasumber > e e
D svemsseminasensssssinaaseni G R T ey T
O dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah
Kute menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari
musyawarah Kute dalam rangka penvusunan RKP Kute vaitu :

..................................................................................................................................

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh

R , Tanggal, ..., ..., ....

Ketua BPK
Pengulu
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XVIII. FORMAT PAGU INDIKATIF KUTE

PAGU INDIKATIF KUTE

KUTE
KECAMATAN
KABUPATEN :
PROVINSI

Sumber Dana Indikatif

. Alokasi Dana
Indikatif Program/ : . Bantuan keuangan
R Kute Dana bagian dari
Kegiatan Kute Dana Kute

(APBN) (bag;an dana hasil pajak dan APED
perimbangan retribusi APBD Eabugiatesi]
kab./ kota) Provinsi Kota

No

Contoh
Penyelenggaraan
I |pemerintahan Kute

Pelaksanaan
11 |Pembangunan Kute

Pembinaan
11l |Kemasyarakatan

Pemberdayasan
IV |Masyarakat

Ketua Tim Penyusun RKPKute
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XIX. FORMAT DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN

KABUPATEN
PROVINSI

YANG MASUK KE KUTE

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN
YANG MASUK KE KUTE

T T L E T T T

No

Asal Program/ Kegiatan

Nama Program/ Kegiatan

Prakiraan Pagu Dana

(Rp.)

Pelaksana

Contoh

Dari Pemerintah

Air Bersih

800.000.000

PU Pusat

Dari Pemerintah Daerah Provinsi

Dari Pemerintah Daerah Kabupaten

4
Dari Penjaringan Aspirasi Masyarakat

oleh DPRD Kabupaten/ Kota

Kute ...

19 /ﬁ ){Q\( ¢

wiresvasssy tANEEAL . o0uy vues

Ketua Tim Penyusun RKP Kute
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XX. FORMAT RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH Kute (RKP-Kute)

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH Kute (RKP-Kute)
TAHUN : ...,

Kule e
KECAMATAN
KABUPATEN e
PROVINSI b Wsenseicaieiin

B L LD T P P PP R PP TR TT TR TR LT TP R Y

Bidang/ Jenis Kegiata Biaya dan Sumber Pembiayaan Pola Pelaksanaan oS g

No Lokasi Volume sk i . raaba
Bidung Jenls Kegiatan ’ Jli (Rp) Sumber Swakelola Kesjasema Antag Kyte: | KeuRsama Plhak eglal

a b c d e f q It i i k ! m 1!

£

<,

Penyelengyarnan

-

d,

Pemerintalian Kute

P

Jumlah Per Bidang 1 -

b=}

B om0

2 Pembangunan Kute

Jumlah Per Bidang 2

N

b,

Pembinanu

Kemagyarnkatan A

=

Jumlah Per Bidang 3 -

Pemberdayoan

o

Masyirakat

Jumlah Per Bidang 4

JUMLAH TOTAL -

ovssinensaisnessieey TAOREAL 1oy viey 0o
Mengetalun : Disusun oleh:
Pengulu, Tim Penyusun RPJM Kute

S AN
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XXI. FORMAT PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

Dusun Kute Kecamatan Kabupaten
Usulan dari
Nama kegiatan
Jenis kegiatan
Lokasi kegiatan
Pelaksana | | |
Pemanfaat Langsung Pemanfaat A-RTM
Jumlah . Tidak Rumah
pemanfaat Unam. AR Langsung Tan(gga Miskin]
(orang)
L org | L org | L org
P org | P org | P Org | woivens org
JML org |JML| org|JML OTE | «oonvins %
A=
RTM/UMUM

1. Latar belakang:
(Jelaskan masalah yang dihadapi dan penyebabnya; serta akibat yang akan
terjadi bagi masyarakat setempat jika masalah tersebut tidak segera diatasi)

2. Tujuan yang ingin dicapai
(Perubahan kondisi yang ingin dicapai dan biasanya merupakan kebalikan
dari masalah)

3. Kegiatan yang akan dilakukan :
(Kegiatan apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Bagian ini
menggambarkan aktivitas dan volume yang akan dikerjakan dan
membutuhkan pendanaan APB Kute, swadaya ataupun sumber lain,
Kegiatan ini mempunyai hubungan sebab akibat dengan tujuan)

4. Manfaat yang akan diperoleh
(Jelaskan manfaat secara langsung/tidak langsung yang akan diperoleh
jika usulan ini didanai. Mis: terciptanya lapangan kerja, meningkatnya
produksi/pemasaran, meningkatnya perilaku hidup sehat/derajad
kesehatan, meningkatnya kualitas pembelajaran/menurunnya angka putus
sekolah,dll. Dapat diambil dari akibat dengan merubahnya dalam
pernyataan positif)

5. Potensi Sumber daya alam dan manusia
(Sebutkan apa saja potensi yang dapat mendukung kegiatan)

6. Rencana pelaksanaan kegiatan
(Jelaskan rencana pelaksanaan kegiatan)

7. Rencana Pelestarian kegiatan
(Jelaskan rencana pemeliharaan dan atau keberlanjutan kegiatan)

8. Lain-Lain
a) Sebutkan potensi dampak negatif sosial dan lingkungan dari kegiatan

yang diusulkan? '
b) Apakah ada kebutuhan penambahan lahan dari kegiatan yang
diusulkan ? Jelaskan.

9. Lampiran-lampiran:
a) Berita Acara Musyawarah
b) Berita Acara kesanggupan swadaya Masyarakat dan DEt@anyumbang



XXII. FORMAT GAMBAR RENCANA PRASARANA

<93

GAMBAR RENCANA PRASARANA

GAMBAR RENCANA

KABUPATEN

-----------------------------------------

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

Digambar Oleh

Pelaksana Kegiatan
(Kader Teknik)

" Diperiksa dan Disetujui oleh

Dinas/Instansi terkait dan/atau
Tenaga Profesional
(jika tersedia)

Lembar.....Dari.....Lembar

Catatan : Gambar dibuat secara manual

AN
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XXIV. FORMAT PEMERIKSAAN DOKUMEN PROPOSAL TEKNIS DAN RAB

PEMERIKSAAN DOKUMEN PROPOSAL TEKNIS DAN RAB

Kute S e srnsesar vy srE e s N HE S AR Lokasi R TR s sossronesapeassssrsneses
Kecamatan SerovsassessessarnessruesTs P aRR RN AR EES Bidang B a e it as psensasysrsssansseserssevsas
Kabupaten e serrseversessssess OB SRR R RN SSRGS S S S Se R Kegiatan errneqsssssessessssnsaressssssorsonensnns
Provinsi A Volume Tissersmsenmuserssmsas s NSRS R S e RS

Ada & Tidak

AU NETE e Tidak Ada

Jenis Dokumen yang Diperiksa
S t Syarat

Sketsa lokasi kegiatan

Dokumen survey teknis

Gambar Kutein

Perhitungan volume

Survey harga bahan dan alat

Kesepakatan pembayaran upah kerja

Perhitungan RAB

Kajian sederhana mengenai dampak lingkungan

O |00 |N |0 Ul [ W (N [

Pernyataan hibah lahan dari masyarakat

ot
(=}

Pernyataan kesanggupan tidak minta ganti rugi

-
ot

Kesanggupan swadaya dan gotong royong

-
N

Rencana penggunaan alat berat

[y
w

Permyataan kesiapan warga untuk mengerjakan

i4 [Data pemanfaat

Diperiksa Tanggal :
Hasil Pemeriksaan dinyatakan : Layak / Tidak Layak

Tim Verifikasi

1 Wakil Masyarakat g s
2 Pendamping Profesional : 2 eosavssnoveussisnusssssissaseit e iens
3 Dinas Instansi Terkait S SRy v R
F suscvsnvaiiiasinmisinsinsiavecs : T



XXV. FORMAT DAFTAR USULAN RKP Kute

-26-

DAFTAR USULAN RKP Kute

TAHUN st enporangesnns
BT = = il e s S s e A R S SN SN SN H OSSR SRSV SRS RS ARAS
KECAMATAN, = 8 soeesemesnssrsssesssssesnsssosnesnenanpansssssssasdsssysisms s s ass s s s s Ia s os o5 R s s ST
KABUBATEN = 8 oeesersscncsnmmovrovsmssossssesassssss susssss s s o s s s ds s et b s e s s v aitia
PROVINSI 0§ s s s s st s s s sl s e r e s s e e i S e s i sa
: 5 3 Prakiraan Prakiraan
No Biflang) Jenis Kegintay Lokasi | Volume Sliasla'lrfant/ Waktu Biaya dan
Bidang Jenis Kegiatan = Pelaksanaan | Jumlah (Rp)
Penyelenggaraan
1 [Pemerintahan
Kute
Jumlah Per Bidang 1 -
o Pembangunan
T Kute
Jumlah Per Bidang 2
3 Pembinaan
Kemasyarakatan
Jumlah Per Bidang 3 -
4 Pemberdayaan
Masyarakat
Jumlah Per Bidang 4
JUMLAH TOTAL =
Rute -..omnvisin cfangsaliug v e
Mengetahui Ketua Tim Penyusun RPJM Kute
Pengulu
e ) (hesesssssmssessssssasaseess )
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XXVI. FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RKP KUTE

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP - KUTE

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RKP Kute, di Kute.....................
Keeamatam . .. ouswssssvsssssmmissssssanss BaPAtEn . oy s sosisis viassssas
Provinsi.................. pada

Harl dan Tanggal @ comacssassssssmicessisss

Jam B e s G S SRR S SR

Tempat B oo s e anes s i s

telah diselesaikan penyusunan rancangan RKP Kute oleh tim penyusun
RKP Kute sebagaimana daftar terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan
RKP Kute adalah sebagai berikut:

Hasil kegiatan berupa rancangan RKP Kute sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk
dipergunakansebagaimana mestinya. _
R , TangEal, «..; vy e
Pengulu Ketua Tim Penyusun RKP Kute

AW



XXVII. FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RKP KUTE
MELALUI MUSYAWARAH PERE_N%;&!\IAAN PEMBANGUNAN KUTE

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP KUTE
MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KUTE

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RKP KUTE, di KUTE.............c.cccceueenennns
T2 01007 11 o- o SO Provinsi......cccoceeenen.... pada :

Haridan Tanggal : ....cooiiiiiiiiiieeeee e,

Jam O ——

Tempat S auvessese e SR AR

telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan KUTE yang
dihadiri oleh Pengulu, unsur perangkat KUTE, BPK, wakil - wakil kelompok
masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan kute ini serta
yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

..............................................................................................................
..............................................................................................................

..............................................................................................................

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemitapin MUSYA: ....ocooseoisssassssssmassns QBRI coiiiiioii s menemssrsrevesananvswsmissss

Notulen S AT SR SRS BEEL civ.eoromraseonmsessmssopmmssassssssssostss

Narasumber ? dssssaeenisscnsiie s QBT ...ooecromensensommesmssssinasssvssssasnnss
T [ - SR RECT AN
B wodssessis dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta
musyawarah perencanaan pembangunan kute menyepakati beberapa hal yang
berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan
pembangunan Kute dalam rangka penyusunan rancangan RKP Kute yaitu :

........................................................................................................................
........................................................................................................................

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPK Pengulu

Wakil Masyarakat
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B. FORMAT PELAKSANAAN

. FORMAT RENCANA KEGIATAN KUTE '
RENCANA KERJA KEGIATAN KUTE

TAHUN i
KUTE
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI
Bidang/ Jenis Kegiatan Sasian Wektn Pelsieanaan S
No Lokas! | Volume | Satuan Biaya Sigratati lalki- A- Durasi| Mulai | Selesai Waatation
Bidang Sub Bidang Jenis Kegiatan u laki | ™P" | RTM &
a.
Penyelenggaraan | b.
1 |Pemerintahan (e
Kute d.
e.
Jumlah Per Bidang 1
a.
’ b.
2 Pembangunan e
Kute d
e.
Jumlah Per Bidang 2
a.
Pembinaan b.
3 c:
Kemasyarakatan d.
e.
Jumlah Per Bidang 3
a.
b.
4 Pemberdayaan %
Masyarakat 4.
e.
Jumlah Per Bidang 4
JUMLAH TOTAL
..................... SN D ATIREAN G o e s epsusveren ryvedssnys
Menyetujui Pelalesana Keglatan...oiiviiviiiiiiniineiosssrssrsssrerearees
Pengulu Ketua
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II. FORMAT CEKLIS MATERI KEGIATAN PEMBANGUNAN KUTE

CEKLIS MATERI KEGIATAN PEMBANGUNAN Kufte

Kute
Kecamatan
Kabupaten
Provinsi
MEDIA SOSIALISASI
Sistem | Papan Z
No Materi yang disampaikan ADA TAH]))[;K Musyawa | Infor- Iml’:)r- Megalf;
rah masi | masi llfu 5
Kute | Kute
Rencana Kerja Pembangunan (RKP)
1 Kute
9 Anggaran Pendapatan dan Belanja
(APB) Kute
3 |Rencana kerja kegiatan Kute
o B,
S5
JOUEE ossisrsittmcnenans , tanggal .. ..y coesyoee
Mengetahui, Pelalssana Kematiil ..ocnanmiiisssissi
Pengulu Ketua




Bl
ITI. FORMAT CEKLIS MATERI PEMBEKALAN DAN/ ATAU PELATIHAN

CEKLIS MATERI PEMBEKALAN DAN/ ATAU PELATIHAN
PELAKSANAAN KEGIATAN Kute

Kute
Kecamatan  :
Kabupaten  :
Provinsi
No Materi yang disampaikan ADA TL%:K NARASUMBER
1 |Administrasi pengelolaan keuangan
2 |Mekanisme pengadaan barang dan jasa
3 Pendayagunaan sumber daya alam lokal
dan bahan materi lokal
4 Penyusunan dokumen
pertanggungjawaban keuangan
5 Penyusunan laporan pelaksanaan
kegiatan
6 -----
)21 [ - SR —— s TANEEAL iy vissy wase
Mengetahui, Pelaksana Kegiatan ..ssavnsasivisss
Pengulu Ketua
[ — ) T S —— )
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IV. CEKLIS DOKUMEN ADMINISTRASI PELAKSANAAN KEGIATAN

CEKLIS DOKUMEN ADMINISTRASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan
Kute
Kecamatan
Kabupaten
Provinsi

No

Uraian Dokumen

TIDAK

ADA ADA

KETERANGAN

Dokumen RKP Kute

Lampiran dokumen RKP Kute

Dokumen APB Kute

Buku administrasi keuangan

Dokumentasi foto sebelum kegiatan
pembangunan dimulai

Daftar masyarakat pemanfaat

N (OO AN~

Pernyataan kesanggupan pelaksana
kegiatan menyelesaikan pekerjaan

Dokumen peralihan hak (hibah lahan/
tanah)

Dokumen peralihan hak melalui jual beli

10

Dokumen penyelesaian ganti rugi
(bangunan, tanaman)

11

Dokumen pernyataan tidak menuntut
ganti rugi (bangunan, tanaman)

12

Laporan analisis dampak sosial dan
lingkungan

13

Mengetahui,
Pengulu

.............................

Ketua
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IV. CEKLIS DOKUMEN ADMINISTRASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan

CEKLIS DOKUMEN ADMINISTRASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Kute
Kecamatan

Kabupaten

Provinsi

No

Uraian Dokumen

IS KETERANGAN

Dokumen RKP Kute

Lampiran dokumen RKP Kute

WIN| =

Dokumen APB Kute

S

Buku administrasi keuangan

Dokumentasi foto sebelum kegiatan
pembangunan dimulai

Daftar masyarakat pemanfaat

N | »

Pernyataan kesanggupan pelaksana
kegiatan menyelesaikan pekerjaan

(00

Dokumen peralihan hak (hibah lahan/
tanah)

Dokumen peralihan hak melalui jual beli

10

Dokumen penyelesaian ganti rugi
(bangunan, tanaman)

11

Dokumen pernyataan tidak menuntut
ganti rugi (bangunan, tanaman)

12

Laporan analisis dampak sosial dan
lingkungan

13

Mengetahui,
Pengulu
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V. FORMAT PENDATAAN KEBUTUHAN TENAGA KERJA

PENDATAAN KEBUTUHAN TENAGA KERJA

TahUn!s vesaenerssosssrivons
Kute
Kecamatan
Kabupaten
Provinsi
JUMLAH KEBUTUHAN TENAGA KERJA
WAKTU ! Orang i
PELAKSANAAN
No. JENIS KEGIATAN VOLUME SATUAN KEGIATAN Mandor | Tukang | Pekerja |, Tenaga Jutalah
(Hari) (Orang) | (Orang) | (Orang) Ebugus (Orang)
(Orang)
a b c d [ f g h i j = f+g+h+i
KU wouvnsmsamisieii , tanggal ..., ..., ....
Mengetahui, Pelaksana Kegiatan ........ccovvvvnvnninnnnnnnn.
Pengulu Ketua
(- comsneesaevmansinisninsasonsves serarv eI s rtaTees ) [ snnsessonansesasusnpinesssraveemnaes IR TR R AY Y eR )




V1. FORMAT DAFTAR CALON TENAGA KERJA

DAFTAR CALON TENAGA KERJA

Kute
Kecamatan
Kabupaten
Provinsi
Data Pribadi TenCatgigan |
No. Umur cap jempol
Ut Nama (Th) Alamat A o
LI P RTM jari Kiri

1 1 2
2 .

3 | 3
4 LI ]

5 IHRIE 6
6 LI |

7 L UL 1L 1|7 8
8 l

9 [ 9 10
10 [ L1

11 1 I 11 12
12 [ ]

13 1L s 14
14 L1

15 S 16
16 [ LI 1

17 b 17 18
18 [ LI

19 HE ) _| |[19 20
20 [ ]

21 L LI [[22 22
22 I

23 | B |23 24
2 1l

21 LI L e 22
22 L L |

21 Il e 22
22 [ L L 1

25 [0 1 1les 26
26

Jumlah

Keterangan KIS ceuervrounsesssisonciy tADEEAL wi; wive;
L Laki-laki Mengetahui, Pelaksana Kegiatan .....cccccevicieiiinncianne
P Perempuan Pengulu Ketua

A-RTM : Anggota Rumah Tangga Miskin

N



VII. FORM DARFTAR HADIR DAN TANDA TERIMA INSENTIF PEKERJA

-35.

DAFTAR HADIR DAN TANDA TERIMA INSENTIF PEKERJA

(Untuk Pekerjaan Sistem Harian)

Kute
Kecamatan Jenis Kegiatan Insentif untuk 1 HOK Pekerja Rpinwisiavsiiniis
Kabupaten Patok/Lokasi kegia : Insentif untuk 1 HOK Tukang RPiccesssonevasarsnosiss TN
Provinsi Masa kerja tanggge : a/d Insentif untuk 1 HOK Ket Kelompol Rp....cciiveiinieiiniicenn,
Katagori | Asal Hari-Orang-Kerja (HOK) Jumlah HOK |umlah Insen Tanda tangan/
No Nama A-RTM{ L | P Dl | Lr Menurut Tanggal 1 Total |A-RTM cap jempol
Pk| Tk |Md Ds | Ds Pk | Tk [ Md rA.-RTm ®p) | (Rp) Tangan Kiri
1 1 2
2
3 3 4
4
B 5 6
6
Y 7 8
8
9 9 10
10
11 11 12
12
13 13 14
14
15 15 16
16
17 17 18
18
19 19 20
20
21 21 22
22
23 23 24
24
Jumlah Jumlah:
Keterangan :
L : Laki-laki Md : Mandor
r : Perempuarn DI Ds : Dalam Kute
Pk : Pekerja Lr Ds : Luar Kute
Tk : Tukang A-RTM : Anggota Rumah Tangga Miskin
KULE s onianivsimaasiaies , tanggal ..., ...,
Menyetujui Pelaksana Kegiatan ...........coeoviieeiiiiiien
Pengulu Ketua

Gasisssissssasemisriimmms S )

yo o



VIII. FORMAT DAFTAR PERHITUNGAN HOK DAN PENERIMAAN iﬁg‘EN’I‘IF DENGAN SISTEM UPAH BORONG

DAFTAR PERHITUNGAN HOK DAN PENERIMAAN INSENTIF DENGAN SISTEM UPAH BORONG

Narma Kelomnpok s sssisvuinssascssaisiibiisssdobive

Kute $ Jenis Kegiatan : 1 HOK Pekerja Rp. : L
Kecamatan 2 Pekerjaan : 1 HOK Tukang Rp.
Kabupaten 2 Masa kerja tgl : s/d 1 HOK Ket.Klpk Rp.
Patok/Lokasi kegiatan Volume dihasil : Upah borong/sat Rp.
Kategori | Asal Besar Insentif
Nama A- Ll e Pe |Tu|Ke l yang diterima Tanda tangan/Cap jempol kiri
No: RTM ker| ka [tKl Uall masing-masing (tidak boleh diwakilkan)
jalng| p |ds|ds (Rp)
a b c |dle]l fleg|h]i]j k 1
(Ketua) . o
2
3 3 4
4
5
5 5 6
6
7 7 8
8
o 9 10
10
11 #it 12
12
Jumlzah = ¢
Keterangan: Urai Jumlah HOK = k/harga 1 HOK
L : Laki-laki reaan Pekeria Tukang Ketua Kelompok|
P : Perempuan HOK dihasill
ds: Kute
Tk : Tukang
dlm : Dalam
A-RTM : Anggota Rumah Tangga Miskin
Xnte; s , tanggal ...., ..., ....
Menyetujui, Pelaksana Kegiatan .....cccceceveenccoccnncnnnes
Pengulu Ketua



IX. FORMAT KEBUTUHAN MATERIAL/ BAHAN

-37-

DAFTAR
KEBUTUHAN MATERIAL/ BAHAN
Tahun :
Kute Kabupaten :
Kecamatan Provinsi :
JUMLAH VOLUME
JENIS KEGIATAN &
SPESIFIKASI TEKNIS VOLUME -
No.| Nama Barang/ bahan = man | SAT | P28 |5 ituar| CARA PENGADAAN
yang dibutuhkan dalam Kiite
Kute

1 |JENIS KEGIATAN - I :

1

2

3

4

II JJENIS KEGIATAN-II

1

2

3

4

111 |JENIS KEGIATAN-III

1

2

3

4

IV |.

1

2

3

4
Keterangan :

Rt Cocauuaiisia , tanggal....,. 5
Mengetahnui,
Pengulu Pelaksana Kegiatan .........c.cccceeeueenncennnn.

Ketua
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X. FORMAT DAFTAR REALISASI SWADAYA DANA

DAFTAR
REALISASI SWADAYA DANA
Tabimi s
KUTE
KECAMATAN
KABUPATEN : JENIS KEGIATAN
PROVINSI 3 BULAN
Kesanggupan Realisasi Realisasi Realisasi S/d
No. NAMA FENYUMBANG) Swadaya Yo bulan lalu Yo bulan ini Yo bulan ini Yo
RT/ RW/DUSUN
Rp. Rp. Rp. Rp.
Total Jumlah Swadaya
Keterangan :
* Nilai Swadaya Masyarakat diisi sesuai swadaya yang diberikan.
TS, . coppasvomcsssissoning PODRER s Sivassayirvdeusassaes
Mengetahui,
Pengulu Pelaksana Kegiatan .........ccceemeniiviiennnnn.

Ketua

oY)
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X1. FORMAT DAFTAR REALISASI SWADAYA BAHAN/ BARANG

DAFTAR
REALISASI SWADAYA BAHAN/ BARANG
TABBIY 3 ai0epae s sssswmsmemanse
KUTE
KECAMATAN
KABUPATEN JENIS KEGIATAI :
PROVINSI BULAN h
Nama Volume Target dan Realisasi Swadaya Jumlah prakiraan nilai swadaya terhadap rupiah
' Kesang Realisa- | Realisa- | Realisa- Target Realisasi Realisasi Realisasi S/d
! 3 b W ahar AW
A Hesna Rangenlangy D R ?3 . an’g/ gupan | SAT | sibulan | sibulan | sis/d | % Swadaya bulan lalu bulan ini bulan ini %
Swadaya lalu ini bin ini Rp. Rp. Rp. ; Rp.
Total Jumlah Swadaya =
Keterangan : * Bentuk Swadaya Masyarakat diisi sesuai swadaya yang diberikan,
Rt s svimmynpsse sate » tanggal....jovaiieii e TesE

Mengetahui,
FPengulu

Ketua




XII. FORMAT DAFTAR REALISASI TENAGA SUKARELA
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DAFTAR
REALISASI TENAGA SUKARELA
TaRUR e
KUTE
KECAMATAN
KABUPATEN : JENIS KEGIATAN
PROVINSI BULAN
Volume Target dan Realisasi Swadaya Jumlah Perkiraan Swadaya Terhadap Rupiah
S B Realisasi gt -7 jeoat
No. Nama Penyusibang) RTJRW Kesang gupan | Reelisasi Rea.hsa:.s: s/d bulan Target Realisasi Realisasi Realisasi
Swadaya | bulem lalu | bulan ini ini Swadaya bulan lalu bulanini | s/dbulanini | %
HOK HOK HOK HOK Rp. Rp. Rp. Rp.
Total Jumlah Swadaya
Keterangan : * Bentuk Swadaya Masyaralkat diisi sesuai swadaya yang diberikan,
...... Finreansonaynesenvesny LORVAEB B vavsssssvsissgisssveinivise

Mengetahui,
Pengulu

Pelaksana Kegiatan

Ketua

L amr ,

..................
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XIII. FORMAT SURAT PERNYATAAN HIBAH
SURAT PERNYATAAN HIBAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama E RS SR NS S e RN SRS
Jenis Kelamin S emser R S A RS S e s GRS
Tempat Tanggal Lahir NG ENe maa e S RS ST
Pekerjaan S RN L n e e P SRS A SRR S

No. KTP e T - T
Alamat S T ere e SR SRS S Sa s S e R

Selanjutnya disebut sebagai Pemben Hibah atau Pihak Pertama.
Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama S TR R AT S s sy
Jenis Kelamin B (g
Tempat Tanggal Lahir Ly 1 LN WO
Pekerjaan e S
No. KTP N e St re ap ey m PR PSR SR
AIBmRAL | B s e s e s e S S

Atas nama pemerintah kute Sélanjutﬁya disebut sebagai Penerima Hibah
atau Pihak Kedua.

Bahwa dengan ini saya melepaskan Tanah Hak Milik saya seluas + ...... m?
yang terletak di Kute..... Kecamatan...... Kab.....« , dan menyerahkan kepada

Penerima Hibah atau Pihak Kedua yang akan digunakan untuk
pembangunan Sarana dan Prasana Kute.

Adapun batas-batas tanah tersebut sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan T IR —
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan : ...........cieviinienennnn..
3. Sebelah Timur berbatasan dengan SO
4. Sebelah Barat berbatasan dengan ol mens e soa SRR

Demikian surat Pelepasan Hak milik Tanah ini dibuat dengan sebenar-
benarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa ada
paksaan dan atau tekanan dari pihak manapun juga. Apabila dikemudian
hari ada gugatan dari ahli waris saya, maka sepenuhnya saya bertanggung
jawab.

............. , tanggal, ...., tahun

Mengetahui Yang menyatakan
KePalR KO8 ccemsssssnmsazianass  eeiaeuseissvemmeswasesenrs

...............................................

Menyetujui:
Ahli waris:
Suami/Istri Anak:

.............................................



-492-

XIV. FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK MENUNTUT GANTI RUGI ATAS
BANGUNAN, DAN ATAU TANAMAN

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENUNTUT GANTI RUGI
ATAS BANGUNAN, DAN ATAU TANAMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :

.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................

.............................................................

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak keberatan/tidak menuntut
kerugian/biaya apapun terhadap kerugian berupa bangunan/gedung dan
atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan
sarana/prasarana Kute..................... berupa :

Pekerjaan Pembangunan

.............................................................
.............................................................

.............................................................

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan
penuh rasatanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.................. , tanggal, bulan, tahun
Yang Menyatakan

MATERAI

Rp. 6.000
( )

AN
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XV. FORMAT PEMERIKSAAN KEGIATAN

FORMAT PEMERIKSAAN KEGIATAN

Kegiatan
Kute
Kecamatan o= = o
Kabupaten
Tanggal
Pekerjaan yang diperiksa
= Jumiah;, . : it
Sketsa Gambar Volume/ Wi, Dimeasi PI:}::]{ :asn
Jenis Pekerjaan : i Catatan Pemeriksaan
dan Ukuran Yg Sesuai 7 |
2 A Tidak [Sesuai|Tidak
dicapai | Rencana
Bahan dan Alat yang Diperiksa
z Volume Kualitas .
Jenis Bahan dan Alat Sesumi  |Tidek |Sesuai|Tidak Catatan Pemeriksaan
Kate....conmias , Tanggal,........... yp s gsseansaEss
Mengetahui Pemeriksa
Pengulu
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XVI. FORMAT BERITA ACARA PERUBAHAN KEGIATAN

BERITA ACARA PERUBAHAN KEGIATAN

Nomor : .....ccevneennnn. 2014
Pekerjaan B TR R SRR f e SRR SR SRR SR ST g mn s s SRR S SRS
Volume BeBIatiill. 5. ... oeeoeovassuisssissossnsssissdisTih s ansnssonmsesssssssssssisisnnssbessisos snnns
Lokasi B aas e e R T T S e s S A R IR S SN S e s e T NS
Biaya E D i s e e r e s A SR SR S s A S SR SRS SR
Pada hari ini bertempat di .................. PR s (tanggal, bulan, tahun)

telah dilakukan musyawarah perubahan kegiatan, dikarenakan adanya hal-hal
yang menyangkut pengurangan/penambahan target fisik atau perubahan
spesifikasi berdasarkan pertimbangan teknis dengan dihadiri oleh pihak-pihak
terkait antara lain :

1. Pengulu.

2. Wakil-Wakil Masyarakat

3. Pelaksana Kegiatan .................

Adapun penjelasan secara spesifik berkenaan dengan hal-hal yang diubah, hal-
hal sebelum diubah, hal-hal setelah diubah dan alasan-alasan teknis terjadinya
perubahan kegiatan disajikan dalam format terlampir.

Demikian berita acara ini kami dibuat agar pihak-pihak yang berkepentingan
dapat mengetahuinya

Mengetahu /Menyetujui Pelaksana Kegiatan..............
Pengulu ............ Ketua
( ) ( )
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XVII. FORMAT PERUBAHAN KEGIATAN

PERUBAHAN KEGIATAN
(Contoh)
Nama Kegiatan : Budidaya Lele Tanggal Perubahan
Lokasi Kegiatan : Dusun Karang tengah
Pagu Biaya : Rp.30.000.000,-
No | Halyang | Keadaan sebelum | Keadaan setelah Sebab Perubahan Akibat Perubahan
diubah adanya perubahan perubahan
1. | Bibit lele Bibit Lele Dumbo | Bibit Lele | Kelangkaan bibit lele * Jumlah bibit lele lebih banyak;
Siliwangi dumbo

* Perlu pelatihan pengelolaan
ternak lele siliwangi;

* Membutuhkan lahan lebih

luas;
Keterangan: Agar dilampirkan remcana kegiatan dan RAB perubahan
Mengetahui Dibuat oleh Pelaksana Kegiatan Budidaya Lele
Pemguli. coouvviicivisines - Ketua
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XVIIl. FORMAT REALISASI BIAYA KEGIATAN

REALISASI BIAYA KEGIATAN

Kute
Kecamatan
Kabupaten
Provinsi Kegiatan
Volume
=TT Harga | Jumlah ;l‘f:;;a; Jumlah
URAIAN Dari Satuan| Satuan APB Kute ; Swadaya
Total | APB ‘[|Sumber Swadara (Rp) (Rp) Lain (Rp)
Kute Lain (Rp.) | o
1. BAHAN a b c d=a-b-c e g h=bxg I=cxg i=dxg
1.1
1.2
1.3
1.4
)
Sub Total 1) | Rp -|Rp Rp
2. ALAT
2.1
2.9
2.3
2.4
Discons
Sub Total 2) | Rp - | Rp Rp
3. UPAH
3:1
3.2
3.3
B! vea
Sub Total 3 ) | Rp - | Rp Rp
Total Biaya Kegiatan Rp
Total Biaya Sumber Lain Rp
Sumber Dana Total Biaya Swadaya Rp
o Rp
Kute...... ,tanggal.....,....,.
Menyetujui
Pengulu Pelaksana KeSIatant . oo asssesissesanisonsas

Ketua

iy
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XVIII. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH KUTE DALAM RANGKA
PENYELESAIAN MASALAH

BERITA ACARA
MELALUI MUSYAWARAH KUTE DALAM RANGKA PENYELESAIAN MASALAH

Berkaitan dengan permasalahan yang terjadi pada pengelolaan kegiatan
pembangunan kute, pada hari ini.

Hari/ Tanggal

Tempat :
Telah dilaksanakan Musyawarah Kute untuk menyepakati penyelesaian masalah
yang dihadiri oleh Kepala Kute, unsur perangkat Kute, BPD, wakil-wakil
kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.
A. Permasalahan yang dibahas:

..................................................................................................................

...............................................................................................................

..................................................................................................................

...............................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

Setelah dilakukan pembahasan terhadap permasalahan yang terjadi, peserta
musyawarah bersepakat serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan
menjadi keputusan akhir dari musyawarah penyelesain masalah ini, yaitu:

.....................................................................................................................

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab
agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

............... Tanggal,...., ccocevgernenannnnn.
Mengetahui Ketua BPD
Pengulu
I — ) Lsssimimmsssmmpmssacssssmins )
Wakil Masyarakat
s aenssmsssasiisras )
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DAFTAR PESERTA MUSYAWARAH KUTE
DALAM RANGKA PENYELESAIAN MASALAH

NAMA

ALAMAT

TANDA TANGAN

Do NSy wEL B

ot
©

[
p—

—
>

[y
o

14.

dst

AN
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XIX. FORMAT SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

DAFTAR ISI
Hal
KATA PENGANTAR ...ooimmbssiosiesmmmronenrameanssswsesssesss s sa i3 shsssss 6 i
DAFPEAR EABEL iisiviie cosossronsnprarvosmsasssvuessasasssssossonssissbssstsiinmitimmmnasenanssens
187 11 G ) R S o U —
BABI PENDAHULDAN ...cccitcccesenrsrsonrenesssrmneossssmmmarssssssssssisassssais iesssass 1
BABIl PELAKSANAAN KEGIATAN......cccceorreecrercarsecsnessssrasscssossssssrsasss

2.1 Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kute

2.2 Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kute .........................

2.3 Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan ............

2.4 Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat ..............
BABII REALISASLIBIAYA . cicoonmnisiisimspassssnsasesnnssersyesmmsssnssssasssississ
BAB IV PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT ...couiimiiniaiiiiaiiisiiii:
BAB IV PENYELESAIAN PERMASALAHAN, KENDALA DAN HAMBATAN

3.1 Penyelesaian Permasglalan .......ccssssssssssisssvscssssassvassassse

3.2 Penyelesaian Kendala dan Hambatan ......ussssissssean
BAB YV PERUBAHAN KEGIATAN . ..icccicecerccatnssrnnroncancensenssssecasssssssnsessssee
BAB VI SERTIFIKASI KEGIATAN



XX. FORMAT LAPORAN FERKEMBANGAN PEELAKSANAAN KEGIATAN

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN

-49.

BOIRE i aveonisniaissasr s iaisslvioisisvarsien Tl ¢ covesossageorarsonsss
KUTE KABUPATEN
KECAMATAN PROVINSI e . SR
53 Rencana Waktu ;
N Bidang/ Jenis Kegiatan Loleaai Vol Sat Biaya Realisasi Sasaran Pelaksanaan Progres Kegiatan
5 okasi olume | Rp. Jumlah] 1k | pe | A- | Juml [ Tel Tgl Fisik Biava
Bidung Sub Bidang Jenis Kegiatan H RTM | Harsi Fm_ | Selesai | % Rp.
a b c d e { g h i i ) N . m n o P q
a.
b.
i Penyelenggaraan ;’
Pemerintahan Kute e'
f.
g.
Jumlah Per Bidang 1
&
b.
G
d.
e.
f.
2 Pembangunan Kute g
i
Je
k.
1
m.
Jumlah Per Bidang 2
a
¢ b.
Pembinaan
3 [
Kemasyarakatan d
e,
Jumlah Per Bidang 3
a.
4 Pemberdayaan b.
Masyaralkat A
d.|..
Jumlah Per Bidang 4
JUMLAH TOTAL i | i | J
14} § 2SO , tanggal... i AR P
Mengetahui,
Pengulu Peleksana Kegiatlan ..o,
Ketua

2 |




XXI. Format LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT

LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT

Tanggzal Status: ..., vy secvrecenes
Kute
Kecamatan
Kabupaten
Provinsi
No. ?I‘anggal Identitas Pengadu Permasalahan Kegiatan Tindak lanjut pengaduan Status
Pengadu an Proses | Selesai
Menyetujui J 16 R 17 oo S Tanggal........ O e e
Pengulu Pelaksana Kegiatamn .....coveieeiiieiinniinnenns
Ketua
lvscaaninin i e SR sinsnn s snurensrnres vsreis ) (s sasunommsssimvevinssamy s s s masi )




XXII. FORMAT LAPORAN MASALAH, KENDALA DAN HAMBATAN -51-

LAPORAN MASALAH, KENDALA DAN HAMBATAN
Tanggal Status: ..., ..., cevveeennns

Kute B S AT ey s sesyanemasessaanyn 015 o 1 T R U T T T Lo T T LT L L w1 T o
Kecamatan T R e PROMDEE  § cosvonsminsinenssnsssssssesisinsiss ssusssssiius oyt snssangeres enssnussesyatessn i s s Resissassnssnsavesnanisan
; i i i dal
N Kegi Masalah, Upaya yang Dilakukan Untuk Menyelesaikan Masalah, Bant;lea: ;t:l:lf La;;a“’; zl.ljagthll{]:rigg;(aagan e
o Fgpea Kendala dan Hambatan Kendala dan Hambatan Y '
Hambatan
I |Masalah
1
2
3
II |Kendala dan Hambatan
1
2
3
Menyetujui Kute...... Jfanggal., ;. veege0000s
Pengulu Pelaksana Kegiatan ....oocevivviiiiinininiennn,
Ketua
B o e R S )




XIV, FORMAT REKAPITULASI REALISASI BIAYA

-53-

REKAPITULASI REALISASI BIAYA

--------------------------

TAEIUN 36ieii5vessessaissnsnsione
Kute Kabupaten
Kecamatan Provinsi
Bidang/ Jenis Kegiatan Biaya dan Sumber Pembiayaan
No Lokasi | Volume ;
. . ; Dana Kute Pemerintah . ;
Bidang Jenis Kegiatan Jumlah (Rp) (Rp) ADD (Rp) Swadaya (Rp) Pusat/ Daerah Pihak Ketiga
a b C d € f g h i i k
Penyelenggaraa | a.
1 |n Pemerintahan| b.
Kute c.
umlah Per Bidang 1 -
9 Pembangunan E'
Kute i
C.
umlah Per Bidang 2
Pembinaan a.
3 |Kemasyarakata | b.
n C:
umlah Per Bidang 3 -
a.
4 Pemberdayaan | b.
Masyarakat c. |
d.
Jumlah Per Bidang 4
JUMLAH TOTAL -
Menyetujui Kute.....,tanggal....,.cc.peeernnnn
Pengulu, Pelaksana Kegiatan .....co.cvevviinninnennnnns

Ketua
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XXV. FORMAT FOTO KEGIATAN

FOTO KEGIATAN

FOTO KONDISI AWAL (0%)
EBEGIATAN: ....ociniisiieoncmmennsssvesonsees

LOKASI (A)

;
l
a
|

s

LOKASI (C)

W
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XXV. FORMAT FOTO KEGIATAN (lanjutan)

FOTO KEGIATAN

FOTO KONDISI 40%

LOKASI (A)

LOKASI (B)

LOKASI (C)

o
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XXV. FORMAT FOTO KEGIATAN (lanjutan)

FOTO KEGIATAN

FOTO KONDISI 80%
KIEGIATANS o cmscomsmnssisnsiasisin.

LOKASI (A)

LOKASI (B)

LOKASI (C)

Y



BT

XXV. FORMAT FOTO KEGIATAN (lanjutan)

FOTO KEGIATAN

FOTO KONDISI 100%

KEGIATAN: . ooicsiviionsnnrnansronns

........

I
i
l

1l

3

LOKASI (A)

LOKASI (B)

LOKASI(C)

Ay



XXV. FORMAT GAMBAR PURNA LAKASANA

-58-

-y

GAMBAR
PURNALAKSANA

KABUPATEN

KECAMATAN

KUTE

JENIS PRASARANA

LOKASI

JUDUL GAMBAR

Digambar Oleh
Tim Pelaksana
Kegiatan (Kader
Teknik)

Diperiksa dan Disetujui
oleh :
Tenaga Ahli
Profesional/ Dinas
Instansi terkait

Lembar.....Dari.....Lembar
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XXVII. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH KUTE
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KUTE

BERITA ACARA
MUSYAWARAH KUTE DALAM RANGKA
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KUTE

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan Kute tahun anggaran

........... di Kute........ Kecamatan ............ Kabupaten ............Provinsi
............. maka pada
Heidan TangRal = 2 i smermmesresessesissssitssivitssassissis
Jam dan palail......... 8.d. pukal .........
TEMPAE = =00 Seceermeremmsecessesans e ns s aess i s annsmanesese

Telah diselenggarakan pertemuan Musyawarah Kute dalam rangka
Pertanggungjawaban Kegiatan yang dihadiri oleh wakil-wakil dari
masyarakat, kute serta unsur lain yang terkait dengan pelaksanaan
pembangunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Daftar Hadir.

Materi atau topik yang dibahas dalam Forum ini serta yang bertindak
selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Materi Bahasan

Materi yang dibahas dalam musyawarah kute ini antara lain:

1. Laporan pelaksanaan kegiatan;

2. Tanggapan/ masukan masyarakat atas laporan pelaksanaan
kegiatan;

3. Pembahasan tanggapan dan masukan masyarakat;

4. Merumuskan tindaklanjut tanggapan dan masukan
masyarakat;

8. dst..

..........................................................................................

.....................

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat A —— 523 N,

Sekretaris / Notuhs ...................... (G L 3 T

Narasumber : Liesnessnsvesngs (s - os (U
1 S, BT < ccsissoiinmensmmmsmeesesee
P TN QBLL: oo vvanmssinssiinsssns T8 Goms
B s icieeesienees (5 £2 5s 4G SP——
D wenmnsersassRGas (572 ) & RO
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Setelah  dilakukan pembahasan terhadap materi bahasan
sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya seluruh peserta
musyawarah kute dalam rangka pelaksanaan pembangunan Kute
memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang berketetapan
menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah Kute ini, yaitu :

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh
tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui Ketua BPK
Pengulu
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DAFTAR PESERTA MUSYAWARAH KUTE
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KUTE

NO NAMA ALAMAT TANDA
TANGAN

| 2

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1.

12.

13.

14.

dst
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1. FORMAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN KEGIATAN

PEMANTAUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TABWNL ocaissiias

Keterangan

No. Kegiatan/ Dokumen yang dipantau Ya Tidak (pentjelssan bila: tidak)

1 |Penetapan Pelaksana Kegiatan

_[Struktur pelaksana kegiatan mencerminkan unsur masyarakat

2 |Rencana Kerja Kegiatan Kute

Dokumen rencana kerja menggambarkan detail kegiatan dan biaya

3 |Sosialisasi Kegiatan Kute

Materi sosialisasi menjelaskan seluruh rencana kegiatan, pembiayaan
dan pelaksana kegiatan

4 |Pembekalan dan atau pelatihan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Kute

Materi pembekalan/ pelatihan sesuai dengan kebutuhan kegiatan

Pemateri mampu menjelaskan materi pembekalan secara baik dan
mudah dipahami

5_|Pendataan kebutuhan tenaga kerja

Informasi kebutuhan tenaga kerja disebarluaskan kepada sebagaian

besar masyarakat
6 _|Pendaftaran calon tenaga kerja
Calon tenaga kerja mendayagunakan sumber daya setempat

Calon tenaga kerja sebagian besar berasal dari RTM

7 |Pembayaran upah

Pembayaran upah dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang
digerianiiian

8 |Pendayagunaan sumber daya alam yang ada di Kute

Mengutamakan penggunaan bahan material lokal

Pemanfaatan sumber daya alam tidak merusak lingkungan

9 |Realisasi Swadaya dalam bentuk uang, bahan dan tenaga

Swadaya dalam bentuk uang, bahan dan tenaga terealisasi sesuai
rencana

10 |Dokumen Hibah tanah dari masyarakat

Persetujuan penghibahan tanah/lahan telah disetujui ahli waris

Keputusan hibah tanah/lahan telah melalui proses musyawarah Kute

11 |Dokumen pernyataan masyarakat tidak menuntut ganti rugi

Pernyataan tidak menuntut ganti rugi sudah dilakukan melalui
musvawarah masyarakat

12 |Pembahasan pengaduan masyarakat

[Pengaduan masyarakat diproses, ditangani dan diselesaikan

13 | Laporan masalah, kendala dan hambatan

Masalah, kendala dan hambatan dalam pelaksanaan, telah
ditindaklanijuti dan diselesaikan

14 |Perubahan pekerjaan

Perubahan pekerjaan telah dibahas dan disepakati pelaksana kegiatan
bersama masyvarakat

15 |Foto dokumentasi kegiatan

Dokumentasi foto kegiatan infrastruktur dibuat pada kondisi 0%, 50%
dan 100% dari sudut pengambilan yang sama

Dokumentasi foto yang menggambarkan kegiatan sedang berlangsung

16 |Gambar purna laksana

|Gambar purna laksana dibuat sesuai dengan realisasi kegiatan

Menyetujui Tim Pemantau Masyarakat
Pengulu,
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PEMANTAUAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Kute

Kute D eieesinnsinistininiiineiiesasnsnseeesesnsss  Kabupaten

KECETRAHIT $ vyenersnssanrrsonsvernsevssssssssseresvnsvivssinsisisss PTOVIRIS]

Tidak dilaksanakan/tidak ada Keterangan

No. Kegiatan/ Dokumen yang dipantau Dilaksanakan/Ada dokumen dol i (penjela bila tidak dilaksanakan)

DataTencana program dan kegiatai
pembangunan yang akan masuk ke Kute

Pendataan potensi dan masalah di Kute

Dokumen rekapitulasi gagasan dusun

Laporan hasil pengkajian keadaan Kute

Musyawarah ‘Kute penyusunan RPJM Kute

Rancangan RPJM Kute %

Musrenbang Kute penyusunan RPJM Kute

Musyawarah Kute penyusunan RKP Kute

Dokumen pagu indikatif Kute

Rancangan RKP Kute

Proposal Teknis dan kelengkapannya

Verifikasi dan pemeriksaan proposal teknis

Tl L Ll
SinlElalele|N|ou]s|w|w] =

Daftar usulan RKP Kute

Berita acara tentang hasil penyusunan rancangan
RKP Kute

._
N

Berita acara Rancangan RKP Kute melalui
Musrenbang Kute

—
o]

Menyetujui KOtivasiaienssoonmasnss; TANEEAL S ivasysvsvsavepns snnsse
Pengulu, Tim pemantau Masyarakat

Keterangan pengisian
Untuk kegiatan, isi dilaksanakan atau tidak dilaksanakan
Untuk dokumen/data, isi ada atau tidak ada dokumen




